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MATRIKS PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029

Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Koordinator/
engampu
01 - Meningkatkan Pendapatan 01 - Pertumbuhan ekonomi persen 5,05 5,3 8,0 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Per Kapita Menuju Setara Negara Perekonomian
Maju
02 - GNI Per Kapita USD 4.870 (2023) 5.410 8.000 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
03 - Kontribusi PDB Maritim persen 7,9 (2022) 8,1 9,1 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
04 - Kontribusi PDB manufaktur persen 18,67 (2023) 20,8 21,9 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - Kemiskinan menuju 0%dan 01 - Tingkat kemiskinan persen 9,03 7,0-8,0 4,5-5,0 134 - Kementerian Koordinator Bidang
Ketimpangan Berkurang Pemberdayaan Masyarakat
02 - Rasio gini 0,379 0,378 - 0,382 0,372 - 0,375 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
03 - Kontribusi PDRB KTI persen 20,9 (2023) 21,4 22,4 132 - Kementerian Koordinator Bidang

Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan
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. . Koordinator/
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Pengampu

03 - Kepemimpinan dan Pengaruh 01 - Global Power Index peringkat 34 (2023) 33 29 129 - Kementerian Koordinator Bidang
di Dunia Internasional Meningkat Politik dan Keamanan
04 - Daya Saing Sumber Daya 01 - Indeks Modal Manusia 0,54 (2020) 0,56 0,59 036 - Kementerian Koordinator Bidang
Manusia Meningkat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
0S - Intensitas Emisi GRK 01 - Penurunan intensitas emisi persen 34,09 (2022) 35,53 45,17 131 - Kementerian Koordinator Bidang
Menurun Menuju Net Zero GRK Pangan
Emission

02 - Indeks Kualitas Lingkungan 72,54 (2023) 76,49 77,20 131 - Kementerian Koordinator Bidang

Hidup

Pangan

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
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PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
01 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Demokrasi 79,51 (2023) 81,69-85,23 83,42-86,96 129 - Kementerian
PN: Memperkokoh kehidupan Indonesia Koordinator Bidang
Ideologi Pancasila, bermasyarakat, Politik dan Keamanan

Demokrasi, dan Hak
Asasi Manusia

berbangsa, dan
bernegara yang
berlandaskan
Pancasila, demokrasi,
dan hak asasi
manusia

02 - Indeks Hak Asasi
Manusia

136 - Kementerian Hak
Asasi Manusia

01.01

PP: Penguatan
Ideologi Pancasila,
Wawasan
Kebangsaan, dan
Ketahanan Nasional

01 - Menguatnya
Pancasila dan
wawasan kebangsaan
dalam kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan
bernegara

01 - Indeks Demokrasi
Indonesia Aspek
Kebebasan

77,46 (2023) 84,12-87,76 85,90-89,54

02 - Indeks Aktualisasi
Pancasila

129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan

77,73 (2023)

122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
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Prioritas Nasional/
bk o tan ';‘;?)2‘;2// Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024  Target 2025  Target 2029 Teogenda Kgﬂ.ﬁ‘;ﬁ’,ﬁ;f’d /
Proyek Prioritas
01.01.01 01 - Terwujudnya 01 - Jaminan kebebasan 84,87 (2023) 82,33-87,01 84,61-89,29 04 - Supremasi 129 - Kementerian
KP: Penguatan internalisasi, berkumpul, berekspresi, Hukum, Koordinator Bidang
Wawasan Ideologi institusionalisasi, dan  berserikat, dan Stabilitas, dan Politik dan Keamanan
Pancasila di Kalangan aktualisasi ideologi berpendapat oleh aparat Kepemimpinan
Penyelenggara Negara  Pancasila bagi negara Indonesia
penyelenggara negara 02 - Persentase persen - 40 80 122 - Badan Pembinaan
implementasi Peta Jalan (indikator Ideologi Pancasila
Pembinaan Ideologi baru)
Pancasila
01.01.01.01
PRO-P: Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila
01.01.01.02
PRO-P: Aktualisasi Pancasila
01.01.01.03
PRO-P: Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila pada Penyelenggaraan Negara
01.01.02 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Aktualisasi 78,32 (2023) 80 84 04 - Supremasi 122 - Badan Pembinaan
KP: Pelaksanaan kohesivitas sosial dan  Pancasila - Pengamalan Hukum, . Ideologi Pancasila
Gerakan Nasional keharmonisan Sila 1 Ketuhanan Yang Stabilitas, dan
KITA BERSAUDARA kehidupan masyarakat _Maha Esa Kepemimpinan
multikultural yang 02 - Indeks Aktualisasi 81,46 (2023) 83 87 Indonesia 122 - Badan Pembinaan
berwawasan Pancasila - Pengamalan Ideologi Pancasila
kebangsaan dan nilai-  Sila 2 Kemanusiaan yang
nilai Pancasila Adil dan Beradab
03 - Indeks Aktualisasi 81,18 (2023) 83 87 122 - Badan Pembinaan
Pancasila - Pengamalan Ideologi Pancasila
Sila 3 Persatuan
Indonesia

SK No 122006 C



aad

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -
Prioritas Nasional/
o e an l‘;“ﬂgﬁg:// Sasaran Indikator Satuan Baseline2024  Target 2025  Target 2029 rogenda Kg:;‘;’;::;’;/
Proyek Prioritas
04 - Indeks Aktualisasi 79,35 (2023) 81 85 122 - Badan Pembinaan
Pancasila - Pengamalan Ideologi Pancasila
Sila 4 Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan
Perwakilan
05 - Indeks Aktualisasi 68,33 (2023) 70 74 122 - Badan Pembinaan
Pancasila - Pengamalan Ideologi Pancasila
Sila 5 Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
06 - Persentase konten persen - 70 100 059 - Kementerian
komunikasi publik yang (indikator Komunikasi dan Digital
dapat memperkuat baru)

kohesivitas sosial
berlandaskan nilai-nilai
Pancasila

01.01.02.01
PRO-P: Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat

SK No 122007 C
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
01.01.02.02
PRO-P: Penguatan Kohesivitas Sosial melalui Pengembangan Ekosistem Teknologi Informasi Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila
01.01.02.03
PRO-P: Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda
01.01.03 - Meni
RP: Penmekatan ﬁ,‘, alitgg;ﬂ‘%ﬁ 4i Ol - Performa pimpinan 82,88 (2023)  85,34-89,87  87,55-92,08 3643]-1 Lembe&ga o
Kualitas Pemimpin di  tingkat pusat hingga  tingkat pusat dan daerah etahanan Nasion
Tingkat Pusat hingga  tingkat daerah dalam membina
Daerah ketahanan nasional
01.01.03.01
PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Pengkaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah
01.01.03.02
PRO-P: Penyelenggaraan Training of Trainners Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
01.02 01 - Terciptanya 69,36 70,00 72,00 059 - K i
. 01 - Indeks Kemerdekaan ’ ’ ’ ementerian

PP: Penguatan ekosistem Komunikasi dan Digital
Komunikasi Publik komunikasi, Pers omuntiasi dan Lig
dan Medi kebeb

an Media ebebasan pers dan 75,65 76,00 77,25 059 - Kementerian

media massa yang
berintegritas

02 - Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

Komunikasi dan Digital

SK No 122008 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . ) Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Indeks Komunikasi 69,80 (2023) 71 75 059 - Kementerian
Pembangunan dan Komunikasi dan Digital
Informasi Publik
01.02.01 01 - Terwujudnya 0l - }(galitas siaran ) 3,15 3,18 3,35 059 - Kementerian
KP: Penguatan Pers kebebasan pers dan televisi yang memenuhi Komunikasi dan Digital
dan Media Massa media massa yang standar berlaku
yang Bertanggung berintegritas, 02 - Persentase persen 65,80 66,00 68,00 059 - Kementerian
Jawab, Edukatif, bertanggung jawab, penurunan kejadian Komunikasi dan Digital
Jujur, Objektif, dan edukatif, jujur, intervensi dan kekerasan
Sehat Industri objektif, dan sehat pers
(BEJO'S) industri 03 - Persentase ) persen 65,69 66,00 68,00 059 - Kementerian
independensi pers dari Komunikasi dan Digital
kelompok kepentingan
yang kuat
04 - Persentase jumlah persen 63,74 64,00 66,00 059 - Kementerian
ﬁfg:isaa:;g;z ;lan Komunikasi dan Digital
memiliki tata kelola baik
05 - Persentase persen 70,12 70,50 72,50 059 - Kementerian
peningkatan kepatuhan Komunikasi dan Digital
terhadap etika pers
06 - Persentase persen 69,08 69,50 71,50 059 - Kementerian

peningkatan akses pers
dan media bagi kelompok
rentan

Komunikasi dan Digital

SK No 122009 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . , Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
07 - Jumlah peserta orang 2.015 690 2.384 059 - Kementerian
pelatihan peningkatan Komunikasi dan Digital
kapasitas SDM bidang
jurnalistik dan pers
01.02.01.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers
01.02.01.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers
01.02.01.03
PRO-P: Penyehatan Media Arus Utama
01.02.02 01 - Terbangunnya 01 - Jumlah kebijakan dokumen 11 1 3 059 - Kementerian
KP: Penguatan Sistem sistem komunikasi yang mendukung Komunikasi dan Digital
Komunikasi dan dan jaminan implementasi SKPN
Kesetaraan kesetaraan hak -
Masyarakat atas masyarakat atas 02 - Jumlah peserta orang 141.300 40.100 200.300 059 - Kementerian
Informasi Publik informasi publik pelatihan peningkatan Komunikasi dan Digital
kapasitas SDM bidang
kominfo yang bertalenta
digital
03 - Persentase akses & persen 77,48 77,73 78,73 059 - Kementerian
diseminasi informasi Komunikasi dan Digital
publik kepada
masyarakat

SK No 122011 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ ) . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - Persentase persen 75,68 77,73 78,73 059 - Kementerian
partisipasi publik dalam Komunikasi dan Digital
proses pengambilan
kebijakan publik
0S - Persentase badan persen 76,25 76,50 77,50 059 - Kementerian
publik dalam tata kelola Komunikasi dan Digital
informasi publik yang
baik
06 - Persentase jaminan persen 79,92 80,17 81,17 0S9 - Kementerian
hukum atas akses Komunikasi dan Digital
informasi publik
07 - Persentase persen 76,33 76,58 77,58 059 - Kementerian
kepatuhan badan publik Komunikasi dan Digital
dalam menjalankan UU
Keterbukaan Informasi
Publik
01.02.02.01
PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional
01.02.02.02
PRO-P: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
01.02.02.03

PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital

SK No 122013 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
01.03 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Demokrasi 76,46 (2023) 79,46-82,90 81,14-84,59 129 - Kementerian
PP: Penguatan ' lembaga demokrasn. Indonesia Aspek Koordinator Bidang
Lembaga Demokrasi yang kokoh sebagai Kapasitas Lembaga Politik dan Keamanan
pilar demokrasi untuk  Demokrasi
mewujudkan
demokrasi
substansial
01.03.01 01 - Terwujudnya 01 - Kinerja lembaga 53,92 (2023) 55,59-58,84 57,18-60,43 129 - Kementerian
KP:.Peniguatan Fungsi km‘eqa.lembaga legislatif dalam Koordinator Bidang
Legislasi Lembaga legislatif yang pelaksanaan fungsi Politik dan Keamanan
Legislatif semakin meningkat legislasi
sebagai pilar
demokrasi
01.03.01.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif
01.03.01.02
PRO-P: Penguatan Lembaga dan Proses Demokrasi di Daerah
01.03.02 01 - Terwujudnya 01 - Persentase hasil persen - 1] 100 115 - Badan Pengawas
KP: Penguatan kinerja penyelenggara  penindakan pelanggaran (indikator Pemilihan Umum
Kelembagaan pemilu yang semakin  pemilu yang cepat, tanpa baru)
Penyelenggara Pemilu  meningkat dalam biaya, aksesibel, mudah
mendukung dimengerti, dan
demokrasi prosedural  agkuntabel
menuju demokrasi
substansial

SK No 122014 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
01.03.02.01
PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu
01.03.02.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu
01.04 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Demokrasi 83,74 (2023) 81,55-85,08 83,28-86,81 129 - Kementerian
PP: Penguatan partisipasi bermakna  Indonesia Aspek Koordinator Bidang
Kesetaraan masyarakat sipil Kesetaraan Politik dan Keamanan
Masyarakat Sipil melalui jaminan
kesetaraan
masyarakat
01.04.01 01 - Terwujudnya 01 - Jumlah daerah daerah - 12 20 04 - Supremasi 010 - Kementerian Dalam
KP: Penyediaan Dana  penguatan kapasitas dengan Indeks Kinerja (indikator Hukum, Negeri
Abadi dan Penguatan  organisasi Organisasi baru) Stabilitas, dan
Kapasitas Organisasi kemasyarakatan Kemasyarakatan Kepemimpinan
Kemasyarakatan dalam menjalankan berkategori baik Indonesia
peran advokasi,
pemberdayaan, dan
kontrol sosial
01.04.01.01
PRO-P: Penyusunan Regulasi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan
01.04.01.02

PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil

SK No 122015 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
01.04.02 01 - Terwujudnya 01 - Jumlah pemilih orang - 55.300 110.600 04 - Supremasi 076 - Komisi Pemilihan
KP: Penguatan Penguatan jaminan pemula, kelompok (indikator Hukum, Umum
Kesetaraan kesetaraan rentan, dan marginal baru) Stabilitas, dan
Masyarakat Sipil pada masyarakat sipil pada yang diberikan Kepemimpinan
Sektor Politik sektor politik untuk pendidikan pemilih Indonesia
menjalankan peran
pemberdayaan dan 02 - Jumlah kader orang 900 16.590 27.650 115 - Badan Pengawas
kontrol sosial pengawas yang diberikan Pemilihan Umum
pendidikan dan pelatihan
pengawasan pemilu
partisipatif
01.04.02.01
PRO-P: Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik
01.04.02.02
PRO-P: Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu
01.05 01 - Terwujudnya 01 - Indeks HAM Dimensi 2,60 (2023) 2,65 2,75 136 - Kementerian Hak
PP: regulasi dan Hak Sipil dan Politik Asasi Manusia
Pengarusutamaan, kelembagaan X 3 .
Pemajuan, dan berperspektif HAM 02 - Indeks HAM Dimensi 2,80 (2023) 2,85 2,95 136 - Kementerian Hak
Penegakan HAM serta perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Asasi Manusia
HAM terutama tetapi ~ Budaya
tidak terbatas pada

kelompok rentan

SK No 122016 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas,/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
01.05.01 01 - Terwujudnya 01 - Persentase K/L/D persen - 50,05 62,21 04 - Supremasi 136 - Kementerian Hak
KP: Internalisasi HAM  kebijakan dan dan masyarakat yang (indikator Hukum, Asasi Manusia
untuk Kebijakan kelembagaan yang mendapatkan penguatan baru) Stabilitas, dan
Humanis, Inklusif, berperspektif hak HAM Kepemimpinan
dan Berperspektif asasi manusia, ~ » Indonesia — -
Gender humanis, inklusif, 02 - Jumlah kebijakan kebijakan 10 10 10 074 - Komisi Nasional
dan gender diskriminatif yang Hak Asasi Manusia
ditindaklanjuti
01.05.01.01
PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender
01.05.01.02
PRO-P: Pendidikan HAM bagi Aktor Negara dan Nonnegara
01.05.02 01 - Terwujudnya 01 - Tingkat efektivitas persen 37,6 (2023) 39,6 43,6 04 - Supremasi 074 - Komisi Nasional
KP: Perlindungan Hak perlindungan HAM penanganan kasus Hukum, Hak Asasi Manusia
Asasi Manusia dan dan penghapusan pelanggaran HAM Stabilitas, dan
Penghapusan Praktik raktik diskriminasi Kepemimpinan
Disl%rhinfinasi ?erutama tetapi tidak 03 - Persentase capaian persen 81,7 75 7S lncll)onesiap 136 - Kementerian Hak
terbatas pada aksi RANHAM (penyesuaian Asasi Manusia
kel k rent Perpres
elompok rentan RANHAM
Gen VI)
01.05.02.01

PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi

SK No 122017 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
01.05.02.02

PRO-P: Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan HAM pada K/L/D

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

SK No 122018 C
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PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA
MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU

Prioritas Nasional/

Program Prioritas/

Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas

Sasaran

Agenda
Transformasi

Koordinator/
Pengampu

02

PN: Memantapkan
Sistem Pertahanan
Keamanan Negara
dan Mendorong
Kemandirian Bangsa
melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

01 - Terjaganya
kedaulatan negara
dan penguatan
stabilitas keamanan
nasional sebagai
fondasi pelaksanaan
pembangunan

Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
01 - Asia Power Index 65,6 65,7 66,1
(Diplomatic Influence)
02 - Asia Power Index 15,7 16 20
(Military Capability)
03 - Proporsi penduduk persen 62,8 (2020) 67,5 68,5
yang merasa aman
berjalan sendirian di area
tempat tinggalnya
04 - Global Cybersecurity 100 100 98
Index
0S - Indeks Keamanan 59 60 64

Laut Nasional

011 - Kementerian Luar
Negeri

129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan

129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan

129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan

129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan

SK No 122019C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02 - Meningkatkan 01 - Indeks Ketahanan 71,2 73,2 82 131 - Kementerian
kemandirian bangsa Pangan (IKP) Koordinator Bidang
dalam memenuhi Pangan
kebutuhan pangan
yang berkualitas 02 - Pertumbuhan PDB persen 1,30 (2023) 2,20 3,46 131 - Kementerian
secara berkelanjutan  pertanian, kehutanan, Koordinator Bidang
dengan pendekatan dan perikanan Pangan
nexus pangan, energi,
dan air (FEW Nexus)
03 - Meningkatkan 01 - Indeks Ketahanan 6,64 6,77 6,95 035 - Kementerian
kemandirian bangsa Energi Koordinator Bidang
dalam memenuhi Perekonomian
kebutuhan energi
secara berkelanjutan
dengan pendekatan
nexus pangan, energi,
dan air (FEW Nexus)
04 - Meningkatkan 01 - Indeks Ketahanan 3,48 (2022) 3,50 3,75 132 - Kementerian

kemandirian bangsa
dalam memenuhi
kebutuhan air secara
berkelanjutan dengan
pendekatan nexus
pangan, energi, dan
air (FEW Nexus)

Air Nasional

Koordinator Bidang
Infrastruktur dan
Pembangunan
Kewilayahan

SK No 122020 C
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ : . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
0S - Terwujudnya 01 - Posisi ekonomi peringkat 3 3 1 Komite Nasional Ekonomi
perekonomian syariah Indonesia di dan Keuangan Syariah
nasional yang inklusif tingkat global (Peringkat (KNEKS)
dan berkelanjutan GIEI)
02 - Indonesia Blue 34,25 (2023) 38,76 50,73 055 - Kementerian
Economy Index (IBEI) PPN/BAPPENAS
03 - Indeks Daya Saing peringkat 45 (2023) 43 40 035 - Kementerian
Digital di Tingkat Global Koordinator Bidang
Perekonomian
06 - Terwujudnya 01 - Indeks Ekonomi 60,08 (2023) 68,34 77,20 055 - Kementerian
transformasi ekonomi  Hijau PPN/BAPPENAS
hijau
02 - Indeks Kualitas 72,54 (2023) 76,49 77,20 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
03 - Indeks Pengelolaan 0,35 (2020) 0,44 0,55 144 - Kementerian

Keanekaragaman Hayati

Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.01 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 30,3 30,3 100 012 - Kementerian
PP: Pembangunan pondasi kemampuan pemenuhan Pertahanan
Postur Pertahanan pertahanan berdaya pembangunan kekuatan
gentar kawasan pokok TNI

02.01.01 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 30,3 30,3 100 012 - Kementerian

KP: Melanjutkan
Program Penguatan
Postur Pertahanan
dengan Konsep
Optimum Essential
Force dalam Rangka
Meningkatkan
Efektivitas Menjaga
Kedaulatan NKRI

kelanjutan program
penguatan postur
pertahanan dengan
konsep optimum
essential force dalam

rangka meningkatkan

efektivitas menjaga
kedaulatan NKRI

pemenuhan alutsista

Pertahanan

02.01.01.01

PRO-P: Pengadaan Alutsista Strategis Luar Negeri

02.01.01.02

PRO-P: Pengadaan Alutsista Integratif

02.01.01.03

PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Darat

02.01.01.04

PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Laut
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ : . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.01.01.05
PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Udara
02.01.01.06
PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan
02.01.02 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 51,3 40 15 012 - Kementerian
KP: Meningkatkan peningkatan penurunan pelanggaran Pertahanan
Kekuatan TNI di kekuatan TNI di terhadap kedaulatan,
Daerah Perbatasan daerah perbatasan keutuhan dan
dan Pulau Terluar dan pulau terluar keselamatan bangsa
02.01.02.01
PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan Perbatasan
02.01.02.02
PRO-P: Pembangunan Sarpras Pendukung Pertahanan di Perbatasan
02.01.03 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 67,5 67,5 80 012 - Kementerian
KP: Memperkuat penguatan keamanan pemenuhan peralatan Pertahanan
Keamanan Teknologi teknologi informasi siber
Informasi telekomunikasi dan
Telekomunikasi dan memperkuat
Memperkuat kapabilitas badan
Kapabilitas Badan pertahanan siber

Pertahanan Siber
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.01.03.01
PRO-P: Pengadaan Alutsista Siber
02.01.03.02
PRO-P: Pendidikan dan Latihan
02.01.04 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 69,42 69,42 76,33 012 - Kementerian
KP: Peningkatan peningkatan pemenuhan sarpras Pertahanan
Profesionalisme dan profesionalisme dan rumah dinas
Kesejahteraan Prajurit  kesejahteraan prajurit
02.01.04.01
PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Prajurit
02.01.04.02
PRO-P: Pendidikan Tinggi Pertahanan
02.01.05 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 49,7 49,7 60 012 - Kementerian
KP: Meningkatkan peningkatan kesiapan pemenuhan harwat Pertahanan
Kesiapan alpalhankam melalui  alutsista
Alpalhankam melalui  pemeliharaan dan
Pemeliharaan dan perawatan
Perawatan
02.01.05.01

PRO-P: Harwat Alutsista Matra Darat
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.01.05.02
PRO-P: Harwat Alutsista Matra Laut
02.01.05.03
PRO-P: Harwat Alutsista Matra Udara
02.02 01 - Terwujudnya 01 - Ranking industri peringkat >100 <100 <100 012 - Kementerian
PP: Pembangunan industri pertahanan pertahanan (SIPRI top Pertahanan
dan Pengembangan yang sechat, maju, 100)
Industri Pertahanan mandiri, dan berdaya
saing
02.02.01 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 60 68 100 012 - Kementerian
KP: Mempercepat percepatan peningkatan kemampuan Pertahanan
Peningkatan peningkatan industri pertahanan
Kemampuan Industri  kemampuan industri
Strategis Nasional strategis nasional
dalam Memenuhi dalam memenuhi
Kebutuhan Alat kebutuhan alat utama
Utama Sistem Senjata sistem senjata bagi
bagi TNI/Polri TNI/Polri
02.02.01.01

PRO-P: Litbang Alpalhankam

02.02.01.02
PRO-P: First Article
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.02.02 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 100 100 100 012 - Kementerian
KP: Meningkatkan peningkatan pengadaan, pemeliharaan Pertahanan
Komitmen untuk komitmen untuk dan perawatan
Menggunakan menggunakan alpalhankam yang
Produk-produk produk-produk melibatkan industri
Industri Strategis industri strategis pertahanan
Nasional dan nasional dan
Mendayagunakan mendayagunakan
Sebesar Mungkin sebesar mungkin
Kapasitas Industri kapasitas industri
Strategis Dalam strategis dalam negeri
Negeri
02.02.02.01
PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Pertahanan Negara
02.02.02.02
PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Keamanan Negara
02.02.03 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 100 100 100 012 - Kementerian

KP: Transformasi Tata

Kelola Industri
Pertahanan dan
Penerapan Skema
Spend to Invest

transformasi tata
kelola industri
pertahanan dan
penerapan skema
spend to invest

perjanjian Imbal Dagang
Kandungan Lokal dan
Ofset (IDKLO) yang
terlaksana dalam
pengadaan alpalhankam
luar negeri

Pertahanan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.02.03.01
PRO-P: Pengembangan Alpalhankam Spend to Invest Matra Darat
02.02.03.02
PRO-P: Pengembangan Alpalhankam Spend to Invest Matra Laut
02.02.03.03
PRO-P: Pengembangan Alpalhankam Spend to Invest Matra Udara
02.03 01 - Terwujudnya 01 - Persentase sumber persen 100 100 100 012 - Kementerian
PP: Komponen penguatan komponen  daya nasional yang Pertahanan
Cadangan dan cadangan dan dimanfaatkan menjadi
Komponen komponen kekuatan pertahanan
Pendukung pendukung )
02.03.01 01 - Terwujudnya 01 - Persentase kader persen - (indikator 10 100 012 - Kementerian
KP: Penguatan penguatan konsep bela negara yang telah baru) Pertahanan
Konsep dan Praktik dan praktik wawasan  terbentuk
Wawasan Nusantara nusantara bagi
bagi Seluruh Rakyat seluruh rakyat 02 - Persentase kelulusan persen 100 100 100 012 - Kementerian
Indonesia dan Indonesia dan komponen cadangan Pertahanan

Memperkuat memperkuat dengan nilai baik
Komponen Cadangan  komponen cadangan

02.03.01.01
PRO-P: Bela Negara
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.03.01.02
PRO-P: Pembangunan Komcad
02.03.02 01 - Terwujudnya 01 - Persentase penataan persen - (indikator 100 100 04 - Supremasi 012 - Kementerian
KP: Pembinaan pembinaan komponen dan pembinaan baru) Hukum, Stabilitas  Pertahanan
Komponen pendukung untuk komponen pendukung dan
Pendukung untuk penguatan Kepemimpinan
Penguatan pertahanan negara Indonesia
Pertahanan Negara
02.03.02.01
PRO-P: Pembinaan Komduk
02.03.02.02
PRO-P: Penataan Komduk
02.04 01 - Terwujudnya 01 - Fragile State index 63,7 62,8 59,2 050 - Badan Intelijen
PP: Intelijen dan sistem deteksi dini Negara
Keamanan Dalam yang mampu
Negeri mendukung 02 - Global Terrorism 3,99 3,95 3,79 113 - Badan Nasional
keamanan negara Index Penanggulangan
Terorisme
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas

02.04.02.02
PRO-P: Penguatan SDM Intelijen
02.04.03 01 - Meningkatnya 01 - Persentase instansi persen 97,8 100 100 113 - Badan Nasional
KP: Koordinasi Sinergi  sinergi antar yang berpartisipasi dalam Penanggulangan
Antar Instrumen instrumen sinergisitas Terorisme
Pertahanan dan pertahanan dan penanggulangan
Keamanan dalam keamanan dalam terorisme
Pencegahan dan pencegahan dan
Penanggulangan Aksi  penanggulangan aksi
Terorisme terorisme
02.04.03.01
PRO-P: Kolaborasi dan Penguatan Instrumen Penanggulangan Terorisme
02.04.03.02
PRO-P: Penguatan Kesiapsiagaan Nasional
02.04.04 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Risiko 51,87 51,77 51,37 113 - Badan Nasional
KP: Penguatan Kontra penguatan kontra Terorisme (Target) Penanggulangan
Radikalisasi radikalisasi Terorisme
02.04.04.01

PRO-P: Penguatan Intelijen dan Kontra Terorisme
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.04.05 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Risiko 30,01 29,91 29,51 113 - Badan Nasional
KP: Penguatan penguatan Terorisme (Pelaku) Penanggulangan
Deradikalisasi deradikalisasi Terorisme
Terorisme terorisme
02.04.05.01
PRO-P: Deradikalisasi Terorisme
02.04.06 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 30 40 80 113 - Badan Nasional
KP: Penguatan Pusat penguatan pusat peningkatan kemampuan Penanggulangan
Analisis dan analisis dan pusat analisis dan Terorisme
Pengendalian Krisis pengendalian krisis pengendalian krisis
02.04.06.01
PRO-P: Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Terorisme)
02.05 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Keamanan - (indikator 0,69 0,84 051 - Badan Siber dan
PP: Keamanan Siber, interaksi dan dan Ketahanan Siber baru) Sandi Negara

Sandi, dan Sinyal

transaksi siber,
persandian, dan
sinyal yang aman
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.05.01 01 - Terpenuhinya 01 - Persentase persen - (indikator 33 66,7 051 - Badan Siber dan
KP: Memperkuat kebutuhan sarana pemanfaatan inovasi baru) Sandi Negara
Keamanan Teknologi dan prasarana hasil perekayasaan di
Informasi keamanan siber, bidang keamanan siber
Telekomunikasi sandi, dan sinyal dan sandi
nasional

02.05.01.01
PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.01.02
PRO-P: Sertifikasi Produk Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.02 01 - Terpenuhinya 01 - Rata-rata persen - (indikator 16 8 051 - Badan Siber dan
KP: Pengembangan SDM keamanan siber  Competency Gap Index baru) Sandi Negara
SDM, Peningkatan dan sandi nasional (CGI) SDM siber dan
Profesionalisme, dan sandi

Kesejahteraan SDM
Keamanan Siber,
Sandi, dan Sinyal

02.05.02.01

PRO-P: Pelatihan dan Peningkatan Profesionalisme SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal

02.05.02.02

PRO-P: Peningkatan Budaya Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.05.03 01 - Terwujudnya 01 - Nilai kematangan 2,59 2,77 3,55 051 - Badan Siber dan
KP: Penguatan kelembagaan keamanan siber PSE Sandi Negara
Kelembagaan keamanan siber dan
Keamanan Siber, sandi nasional 02 - Nilai kematangan - (indikator 3 3,7 051 - Badan Siber dan
Sandi, dan Sinyal penyelenggara baru) Sandi Negara
persandian
02.05.03.01
PRO-P: Kebijakan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.03.02
PRO-P: Kerjasama Antar Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.03.03
PRO-P: Peningkatan Maturitas Lembaga Keamanan Siber
02.05.04 01 - Terwujudnya 01 - Indeks - (indikator 0,70 0,84 051 - Badan Siber dan
KP: Operasi operasi keamanan Kesiapsiagaan dan baru) Sandi Negara
Keamanan Siber, siber, sandi, dan Ketahanan Siber Nasional
Sandi, dan Sinyal sinyal strategis yang
Strategis efektif
02.05.04.01

PRO-P: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal

02.05.04.02

PRO-P: Penanganan Kejahatan Siber, Sandi, dan Sinyal
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.06 01 - Terwujudnya 01 - IKLN Dimensi 67 74,5 84,5 119 - Badan Keamanan
PP: Keamanan Laut keamanan, Pengendalian Kejahatan Laut
dan Hidro- keselamatan, dan Laut
Oseanografi penegakan hukum di
wilayah perairan dan 02 - IKLN Dimensi 48 58,5 64 119 - Badan Keamanan
wilayah yurisdiksi Pengendalian Laut
Indonesia Pelanggaran Laut
03 - IKLN Dimensi 67 67,5 69,5 119 - Badan Keamanan
Pengendalian Laut
Pencemaran Laut
04 - IKLN Dimensi 33 33,2 34 119 - Badan Keamanan
Pengendalian Kecelakaan Laut
Laut
05 - Indeks Survei dan 54,22 54,22 100 012 - Kementerian

Pemetaan Hidro-
Oseanografi

Pertahanan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.06.01 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 25 50 87,5 119 - Badan Keamanan
KP: Memperkuat penguatan strategi Kehadiran dalam forum- Laut
Strategi Diplomasi diplomasi maritim forum internasional
Maritim untuk untuk meneguhkan terkait keamanan laut
Meneguhkan kedaulatan dan
Kedaulatan dan meningkatkan
Meningkatkan keamanan di seluruh
Keamanan di Seluruh  wilayah Negara
Wilayah Negara Kesatuan Republik
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Indonesia (NKRI)
02.06.01.01
PRO-P: Kerja Sama Keamanan Laut
02.06.01.02
PRO-P: Kerja Sama Patroli Internasional
02.06.02 01 - Terwujudnya 01 - IKLN Dimensi 68 68,2 69 119 - Badan Keamanan
KP: Penguatan penguatan kapabilitas Kapasitas Patroli Laut
Kapabilitas Lembaga lembaga keamanan
Keamanan Laut laut 02 - Persentase persen 5,19 7 15 119 - Badan Keamanan
pemenuhan postur Laut

Bakamla RI
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Indeks Kesiapan 80,00 80,00 84,00 032 - Kementerian
Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
Pengawasan SDKP
02.06.02.01
PRO-P: Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut
02.06.02.02
PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut
02.06.02.03
PRO-P: Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut
02.06.03 01 - Terwujudnya 01 - IKLN Dimensi 68 68,1 68,5 119 - Badan Keamanan
KP: Kolaborasi kolaborasi Kapasitas Pemantauan Laut
Pengawasan dan pengawasan dan
Pemeliharaan pemeliharaan 02 - Persentase persen 100 100 100 119 - Badan Keamanan
Keamanan, keamanan, kesesuaian rencana Laut
Keselamatan, dan peningkatan patroli nasional
Penegakan Hukum di  keselamatan, dan -
Wilayah Yurisdiksi penegakan hukum di 03 - Indeks Operasi 91,00 92,00 96,00 032 - Kementerian
Laut Indonesia, ALKI,  wilayah yurisdiksi Armada Pengawasan Kelautan dan Perikanan
dan Choke Point laut, ALKI, dan Choke Sumber Daya Kelautan
Point dan Perikanan
02.06.03.01

PRO-P: Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.06.03.02
PRO-P: Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat
02.06.04 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 4,2 4,2 15 119 - Badan Keamanan
KP: Peningkatan peningkatan pemenuhan sarpras Laut
Profesionalisme dan profesionalisme dan profesionalisme dan
Kesejahteraan kesejahteraan kesejahteraan
Personel Lembaga personel lembaga
Keamanan Laut keamanan laut
02.06.04.01
PRO-P: Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel
02.06.04.02
PRO-P: Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel
02.06.05 01 - Terwujudnya 01 - Persentase realisasi persen 54,22 54,22 100 012 - Kementerian

KP: Pemetaan
Batimetri dan Alur
Laut serta
Modernisasi Peralatan
dan Sarana Prasarana
Penyelenggaraan
Hidro-Oseanografi

pemetaan batimetri
dan alur laut serta
modernisasi peralatan
dan sarana prasarana
penyelenggaraan
hidro-oseanografi

rencana luas wilayah
perairan Indonesia
(pedalaman, kepulauan,
teritorial, ZEE, dan
landas kontinen) yang
diperbarui melalui surta
hidrografi dan
oseanografi

Pertahanan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02 - Persentase persen 42,1 42,1 100 012 - Kementerian
pemenuhan peralatan Pertahanan
dan sarpras
penyelenggaraan hidro
oseanografi
02.06.05.01
PRO-P: Survei dan Pemetaan
02.06.05.02
PRO-P: Pengadaan Alat dan Sarpras Hidros
02.07 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Keamanan 3,39 3,80 4,20 060 - Kepolisian Negara
PP: Keamanan dan kondisi keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia
Ketertiban dan ketertiban yang Masyarakat
Masyarakat terkendali dan
kondusif
02.07.01 01 - Terwujudnya 01 - Indeks 67,5 67,6 68,5 060 - Kepolisian Negara
KP: Melakukan aparat keamanan Harkamtibmas Republik Indonesia
Peningkatan yang memiliki
Kemampuan kemampuan
Penanganan Konflik penanganan konflik
Sosial dan sosial dan

Pengamanan Objek
Vital

pengamanan objek
vital sesuai dengan
standar dan humanis
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.07.01.01
PRO-P: Pengamanan Konflik Sosial yang Profesional dan Humanis
02.07.01.02
PRO-P: Pengamanan Obyek Vital
02.07.02 01 - Terwujudnya 01 - Crime Rate per 100.000 43 40 36 060 - Kepolisian Negara
KP: Melakukan penyelesaian tindak penduduk Republik Indonesia
Peningkatan pidana oleh Polri
Efektivitas secara efektif, efisien 02 - Clearance Rate persen 74 75 79 060 - Kepolisian Negara
Penyelesaian Tindak dan tepat sasaran Tindak Pidana Republik Indonesia
Pidana
02.07.02.01
PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional
02.07.02.02
PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional
02.08 01 - Terwujudnya 01 - Indeks Kepuasan 85,77 86,00 88,00 060 - Kepolisian Negara
PP: Profesionalisme profesionalisme Layanan Kepolisian Republik Indonesia

Pelayanan Kepolisian  pelayanan kepolisian
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.08.01 01 - Terpenuhinya 01 - Tingkat pemenuhan persen - (indikator 80 84 060 - Kepolisian Negara
KP: Melakukan kebutuhan almatsus Minimum Essential Police baru) Republik Indonesia
Peningkatan Kesiapan dan sarana prasarana Equipment (MEPE)
Almatsus dan Sarana  Polri dalam rangka
Prasarana Polri meningkatkan kinerja
lembaga kepolisian
02.08.01.01
PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian
02.08.01.02
PRO-P: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Kepolisian
02.08.02 01 - Terwujudnya 01 - Indeks SPBE 3,00 3,40 4,00 060 - Kepolisian Negara
KP: Melakukan peningkatan layanan Republik Indonesia
Peningkatan Kualitas  kepolisian yang
dan Digitalisasi berkualitas dan 02 - Tingkat kepuasan persen 85,1 86 90 060 - Kepolisian Negara
Layanan Kepolisian mudah diakses yang masyarakat terhadap Republik Indonesia
didukung oleh layanan pengaduan Polri

teknologi terbaru

02.08.02.01

PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian

02.08.02.02

PRO-P: Digitalisasi Layanan Kepolisian
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.08.03 01 - Terwujudnya 01 - Jumlah pusat unit 1 1 1 060 - Kepolisian Negara
KP: Melakukan kesetaraan gender di pendidikan Polwan Republik Indonesia
Peningkatan Jumlah lingkungan Polri
dan Proporsi Polwan melalui penyesuaian 02 - Jumlah kapasitas orang 805 900 1200 060 - Kepolisian Negara
rasio jumlah SDM pusat pendidikan Polwan Republik Indonesia
dan pembaharuan
work arrangement
02.08.03.01
PRO-P: Rekrutmen Personil Polri Berbasis Gender
02.08.03.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Penunjang Karier bagi Polwan
02.08.04 01 - Terwujudnya 01 - Indeks - (indikator 70,5 72,5 060 - Kepolisian Negara
KP: Peningkatan SDM Polri yang Profesionalitas SDM Polri baru) Republik Indonesia

Kualitas dan memiliki standar
Kuantitas Pendidikan = kompetensi tertentu
dan Pelatihan Anggota dalam pelaksanaan
Polri tugas dan fungsi Polri

02.08.04.01
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tematik Personil Polri

02.08.04.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Personil Polri
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.09 01 - Terpeliharanya 01 - Indeks Kemajuan - (indikator 0,546 0,580 011 - Kementerian Luar
PP: Diplomasi Asta hubungan Penyelesaian baru) Negeri
Cita dan Diplomasi Internasional yang Perundingan Perbatasan
Ekonomi kondusif dengan Negara
terselenggaranya
diplomasi asta cita 02 - Indeks Pengaruh dan 4,97 (2023) 4,10 (Skala 5) 4,50 (Skala 5) 011 - Kementerian Luar
dan diplomasi Peran di Dunia Negeri
ekonomi Internasional
03 - Indeks Citra 4,07 4,10 (Skala 5) 4,18 (Skala 5) 011 - Kementerian Luar
Indonesia di Dunia Negeri
Internasional
04 - Indeks Efektivitas 75 76 80 011 - Kementerian Luar
Diplomasi Ekonomi Negeri
02.09.01 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Kemajuan 52,43 69,75 76,21 04 - Supremasi 011 - Kementerian Luar
KP: Percepatan percepatan Perundingan Batas Hukum, Stabilitas  Negeri
Penyelesaian penyelesaian Maritim Indonesia dan
Perjanjian Batas perjanjian batas dengan Negara Tetangga Kepemimpinan
Maritim dan Darat maritim dan darat Indonesia
Indonesia dengan Indonesia dengan 02 - Indeks Kemajuan 61,13 63,00 78,00 010 - Kementerian Dalam

Negara Tetangga dan
tetap mengedepankan
Prinsip Kedaulatan
dan Kesejahteraan
Rakyat dalam Skema
Good Neighbour Policy

negara tetangga dan
tetap mengedepankan
prinsip kedaulatan
dan kesejahteraan
rakyat dalam skema
good neighbour policy

Penyelesaian
Perundingan Penegasan
Batas Darat Negara

Negeri
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.09.01.01
PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara
02.09.01.02
PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Darat Negara
02.09.02 01 - Meningkatnya 01 - Persentase persen 75 75 79 04 - Supremasi 011 - Kementerian Luar
KP: Penguatan peran aktif untuk kepemimpinan Indonesia Hukum, Stabilitas  Negeri
Kepemimpinan di memperkuat pada forum kerja sama dan
Tingkat Global supremasi dan multilateral Kepemimpinan
melalui Peran Aktif kepemimpinan Indonesia
dalam Fora dan Indonesia dalam 02 - Persentase gagasan, persen 75 75 79 011 - Kementerian Luar
Organisasi forum dan organisasi  prakarsa, atau Negeri
Internasional, internasional, rekomendasi Indonesia
Pembangunan Postur  terbangunnya postur  yang diterima dalam
Diplomasi, serta diplomasi, serta pertemuan tingkat tinggi
Pelibatan Diaspora meningkatnya dan tingkat menteri
Indonesia pelibatan diaspora regional dan/atau
Indonesia multilateral
03 - Persentase persen 75 75 79 011 - Kementerian Luar

keberhasilan pencalonan
Indonesia/wakil
Indonesia pada posisi
strategis di organisasi
internasional

Negeri
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - Angka pembangunan - (indikator S 25 011 - Kementerian Luar
postur diplomasi baru) Negeri
0S - Persentase persen 15 20 40 011 - Kementerian Luar
peningkatan akses dan Negeri
fasilitas bagi diaspora
Indonesia
02.09.02.01
PRO-P: Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia
02.09.02.02
PRO-P: Strategi Pembangunan Postur Diplomasi
02.09.02.03
PRO-P: Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif
02.09.03 01 - Menguatnya 01 - Persentase kebijakan persen - (indikator 20 100 011 - Kementerian Luar
KP: Penguatan Kerja kerja sama di bidang kerja sama baru) Negeri
Sama Pembangunan pembangunan pembangunan
Internasional internasional internasional Indonesia

yang telah sesuai dengan
prioritas nasional

02.09.03.01
PRO-P: Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.09.03.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional
02.09.04 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen 75 80 84 011 - Kementerian Luar
KP: Penguatan penguatan diplomasi kesepakatan kerjasama Negeri
Diplomasi Ekonomi ekonomi terkait diplomasi ekonomi
yang ditindaklanjuti oleh
pemangku kepentingan
dalam negeri
02 - Persentase persen 75 80 82 011 - Kementerian Luar
keberhasilan promosi, Negeri
pembentukan norma, dan
kesepakatan diplomasi
ekonomi terutama pada
sektor prioritas
03 - Jumlah PTA/FTA/ 19 23 28 090 - Kementerian
PTA/FTA/CEPA yang CEPA Perdagangan

terselesaikan

02.09.04.01
PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang Adaptif

02.09.04.02
PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang Strategis Dengan Mitra Utama
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.09.04.03
PRO-P: Diplomasi Ekonomi Dengan Negara Tetangga, Perbatasan, Regional, dan Sub Regional
02.09.05 01 - Terwujudnya 01 - Jumlah kerja sama kesepakatan - (indikator 7 11 104 - Kementerian
KP: Kerja Sama perluasan internasional tentang baru) Pelindungan Pekerja
Internasional tentang  kesepakatan kerja ketenagakerjaan dan Migran Indonesia/Badan
Ketenagakerjaan dan sama internasional pergerakan tenaga kerja Pelindungan Pekerja
Pergerakan Tenaga tentang terampil Migran Indonesia (BP2MI)
Kerja Terampil ketenagakerjaan dan

pergerakan orang
untuk perluasan
kesempatan kerja
dengan keahlian
menengah dan tinggi

02.09.05.01
PRO-P: Mengembangkan dan Memperkuat Proses Migrasi Tenaga Kerja Berbasis Kawasan

02.09.05.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
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Proyek Prioritas

02.09.06 01 - Terwujudnya 01 - Persentase persen - (indikator 100 0 035 - Kementerian

KP: Proses Aksesi aksesi Indonesia ke pemenuhan pelaksanaan baru) Koordinator Bidang

Indonesia ke OECD OECD penilaian mandiri, Perekonomian
penyusunan dan
penyampaian dokumen
initial memorandum
kepada sekretariat OECD
(2024-2025)
02 - Persentase dokumen persen - (indikator 30 0 035 - Kementerian
initial memorandum yang baru) Koordinator Bidang
selesai proses reviu dari Perekonomian
komite OECD (2025-
2028)
03 - Persentase persen - (indikator 20 100 035 - Kementerian
penyempurnaan standar, baru) Koordinator Bidang
kebijakan, dan peraturan Perekonomian
perundang-undangan
yang mendukung
percepatan keanggotaan
Indonesia ke OECD
(2025- 2029)

02.09.06.01

PRO-P: Penilaian Mandiri, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum Kepada Sekretariat OECD
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.09.06.02
PRO-P: Penyelesaian Proses Reviu Initial Memorandum dari Komite OECD
02.09.06.03
PRO-P: Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD
02.10 03 - Meningkatnya 01 - Pertumbuhan nilai persen 3,4 (2022) 3,5 3,3 018 - Kementerian
PP: Swasembada nilai tambah, tambah per tenaga kerja Pertanian
Pangan produktivitas dan tata  sektor pertanian,
kelola sistem pangan kehutanan dan
perikanan
02 - Indeks 0,693 (2023, 0,7445 0,8599 018 - Kementerian
Kesejahteraan Petani angka kajian Pertanian
(IKP) sementara
BPS)
02 - Meningkatnya 01 - Skor Pola Pangan 93,5 94 96 125 - Badan Pangan
kualitas konsumsi, Harapan (PPH) Konsumsi Nasional
k:f:nan;n‘;nda" 02 - Prevalensi persen 8,53 7,21 4,41 131 - Kementerian
Kerawgn an pangan ketidakcukupan Koordinator Bidang
pang konsumsi pangan Pangan
01 - Meningkatnya 01 - Skor Pola Pangan 91,4 97,3 98,30 125 - Badan Pangan

ketersediaan pangan
secara berkelanjutan
berbasis lumbung
pangan

Harapan (PPH)
Ketersediaan

Nasional
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.01 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton 23.578 196.984 2.309.701 0S - Ketahanan 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi dan luas produksi beras KSPP Sosial Budaya dan  Pertanian
Kawasan Sentra panen padi di KSPP Kalimantan Tengah Ekologi
Produksi Pangan Kalimantan Tengah
(KSPP)/Lumbung 02 - Peningkatan luas ha - (indikator 146.806 1.643.167 018 - Kementerian
Pangan Kalimantan panen padi KSPP baru) Pertanian
Tengah Kalimantan Tengah
02.10.01.01
PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
02.10.01.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
02.10.01.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
02.10.02 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton 481 25.840 56.240 0S5 - Ketahanan 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi dan luas produksi hortikultura Sosial Budaya dan  Pertanian
Kawasan Sentra panen hortikulturadi  KSPP Sumatera Utara Ekologi
Produksi Pangan KSPP Sumatera Utara
(KSPP)/Lumbung 02 - Peningkatan luas ha 16,02 1.700 3.700 018 - Kementerian
Pangan Sumatera panen hortikultura KSPP Pertanian
Utara Sumatera Utara
02.10.02.01

PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.02.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara
02.10.02.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara
02.10.03 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton - (indikator 65.724 3.240.081 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi dan luas produksi beras KSPP baru) Pertanian
Kawasan Sentra panen padi di KSPP Sumatera Selatan
Produksi Pangan Sumatera Selatan
(KSPP)/Lumbung 02 - Peningkatan luas ha - (indikator 28.568 2.599.240 018 - Kementerian
Pangan Sumatera panen padi KSPP baru) Pertanian
Selatan Sumatera Selatan
02.10.03.01

PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan

02.10.03.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan

02.10.03.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
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Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.04 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton - (indikator 33.624 238.020 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi dan luas produksi beras KSPP baru) Pertanian
Kawasan Sentra panen padi di KSPP Nusa Tenggara Timur
Produksi Pangan Nusa Tenggara Timur
(KSPP)/Lumbung 02 - Peningkatan luas ha - (indikator 10.930 183.111 018 - Kementerian
Pangan Nusa panen padi KSPP Nusa baru) Pertanian
Tenggara Timur Tenggara Timur
02 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton - (indikator 49.100 181.038 018 - Kementerian
produksi dan luas produksi jagung KSPP baru) Pertanian
panen jagung di KSPP  Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur
02 - Peningkatan luas ha - (indikator 9.048 29.640 018 - Kementerian
panen jagung KSPP Nusa baru) Pertanian
Tenggara Timur
02.10.04.01

PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur

02.10.04.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur

02.10.04.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.10.05 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton - (indikator 1.310 12.393 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi dan luas produksi jagung KSPP baru) Pertanian
Kawasan Sentra panen jagung di KSPP  Papua
Produksi Pangan Papua
(KSPP)/Lumbung 02 - Peningkatan luas ha - {indikator 189 1.589 018 - Kementerian
Pangan Papua panen jagung KSPP baru) Pertanian
Papua

02.10.05.01
PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua
02.10.05.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua
02.10.05.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua
02.10.06 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan ton - (indikator 0 3.719.000 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi dan luas produksi beras KSPP baru) Pertanian
Kawasan Sentra panen padi di KSPP Papua Selatan
Produksi Pangan Papua Selatan
(KSPP)/Lumbung 02 - Peningkatan luas ha - (indikator 0 1.900.000 018 - Kementerian
Pangan Papua Selatan panen padi KSPP Papua baru) Pertanian

Selatan

02.10.06.01

PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.06.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan
02.10.06.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan
02.10.07 01 - Peningkatan 01 - Lahan baku sawah ribu ha - (indikator 42 79,81 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi bahan yang dicetak baru) Pertanian
Kawasan Sentra pangan utama
Produksi Pangan 02 - Luas lahan sawah ribu ha - (indikator 6,9 12,12 018 - Kementerian
(KSPP)/Lumbung yang ditingkatkan Indeks baru) Pertanian
Pangan Lainnya Pertanaman
02.10.07.01
PRO-P: Peningkatan Luas Lahan Pertanian (Ekstensifikasi)
02.10.07.02
PRO-P: Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian (Intensifikasi)
02.10.07.03
PRO-P: Infrastruktur Pendukung KSPP/Lumbung Pangan Lainnya
02.10.08 01 - Terjaganya 01 - Jumlah pengelolaan juta ton 1,17 3-3,5 3-3,5 125 - Badan Pangan
KP: Penguatan cadangan pangan cadangan pangan beras Nasional
Cadangan Pangan nasional
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.08.01
PRO-P: Pengelolaan Cadangan Pangan
02.10.08.02
PRO-P: Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan
02.10.09 01 - Meningkatnya 01 - Volume produksi juta ton 6,20 (2023) 6,75 8,52 032 - Kementerian
KP: Pengembangan penyediaan ikan ikan budi daya Kelautan dan Perikanan
Pangan Akuatik (Blue untuk konsumsi
Food) masyarakat 02 - Volume produksi juta ton 7,75 (2023) 6,19 7,50 032 - Kementerian
perikanan tangkap Kelautan dan Perikanan
02.10.09.01

PRO-P: Pengembangan Input Produksi Perikanan Budi Daya

02.10.09.02
PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya

02.10.09.03
PRO-P: Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat

02.10.09.04
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Mendukung Transformasi Perikanan Budi daya

02.10.09.05
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap serta Kampung/Sentra Nelayan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.09.06
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha KP
02.10.09.07
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pendampingan/Penyuluhan Masyarakat KP
02.10.09.08
PRO-P: Peningkatan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha KP
02.10.09.09
PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Sistem Rantai Dingin, dan Logistik Perikanan
02.10.10 01 - Meningkatnya 01 - Produksi daging juta ton 5,29 (2023) 4,96 5,56 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi bahan Pertanian
Pangan Hewani pangan hewani
02 - Produksi telur juta ton 6,89 (2023) 7,43 8,79 018 - Kementerian
Pertanian
03 - Produksi susu ribu ton 837,22 (2023) 855,57 900,4 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Meningkatnya 01 - Persentase persen - (indikator 80 95 127 - Badan Karantina
keamanan pakan dan pemasukan pakan yang baru) Indonesia

mutu pakan

tersertifikasi keamanan
dan mutunya

02.10.10.01

PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Input Peternakan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.10.02
PRO-P: Implementasi Praktik Peternakan Modern
02.10.10.03
PRO-P: Penguatan Pasca-Panen dan Hilirisasi Produk Hasil Ternak
02.10.10.04
PRO-P: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Pendekatan Satu Kesehatan
02.10.11 01 - Meningkatnya 01 - Produksi padi juta ton 53,98 54,45 56,05 05 - Ketahanan 018 - Kementerian
KP: Pengembangan produksi pangan lokal Sosial Budaya dan  Pertanian
Pangan Lokal dan dan nabati Ekologi
Nabati 02 - Produksi jagung juta ton 19,56 21,48 25,89 018 - Kementerian
Pertanian
03 - Produksi aneka ribu ton 516,11 540,28 592,32 018 - Kementerian
kacang Pertanian
04 - Produksi buah dan juta ton 28,82 30,66 35,47 018 - Kementerian
sayur Pertanian
05 - Produksi sorghum ribu ton 17,34 18,21 18,95 018 - Kementerian
Pertanian
06 - Produksi ubi jalar ton 1.430.341 1.517.449 1.707.902 018 - Kementerian
Pertanian
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Proyek Prioritas
07 - Produksi kedelai ton 349.099 370.359 416.842 018 - Kementerian
Pertanian
08 - Produksi hasil hutan ton 388.049 450.000 650.000 143 - Kementerian
bukan kayu (buah- Kehutanan
buahan, umbi-umbian,
jagung, sagu, tebu,
singkong)
02.10.11.01
PRO-P: Input dan Pendukung Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
02.10.11.02
PRO-P: On Farm Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
02.10.11.03
PRO-P: Off Farm Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
02.10.11.04
PRO-P: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat
02.10.12 01 - Meningkatnya 01 - Konsumsi buah dan  gram /kapita/ 244,6 245,33 255,29 125 - Badan Pangan
KP: keanekaragaman sayur hari Nasional
Penganekaragaman konsumsi pangan -
Konsumsi Pangan masyarakat Indonesia 02 - Konsumsi pangan gram/kapita/ 124,5 129,11 139,76 125 - Badan Pangan
hewani hari Nasional
03 - Konsumsi umbi- gram/Kkapita/ 41,1 53,40 64,91 125 - Badan Pangan
umbian hari Nasional
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - Konsumsi ikan kg/kapita/ 25,07 (2023) 26,26 28,63 032 - Kementerian
masyarakat tahun Kelautan dan Perikanan
02.10.12.001
PRO-P: Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan
02.10.12.002
PRO-P: Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
02.10.13 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Keamanan 60 61 65 125 - Badan Pangan
KP: Pengendalian kualitas keamanan Pangan Segar Nasional
&’“Ya{:’t A&a' {ewan,  pangan 02 - Persentase hasil persen - (indikator 70 80 032 - Kementerian
anna’ Pan. mbuhan, kelautan dan perikanan baru) Kelautan dan Perikanan
sMe t dema&nman yang memenuhi standard
P utu dan Reamanan mutu dan keamanan
angan pangan
03 - Persentase faktor persen - (indikator 40 20 127 - Badan Karantina
risiko ketidaksesuaian baru) Indonesia
standar keamanan
pangan asal hewan, ikan,
dan tumbuhan
04 - Persentase persen - (indikator 100 100 018 - Kementerian
komoditas produk baru) Pertanian

peternakan siap edar
yang memenuhi
persyaratan mutu
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02 - Terkendalinya 01 - Persentase wilayah persen - (indikator 85 95 127 - Badan Karantina
penyakit asal hewan, terkendali dari Hama baru) Indonesia
ikan, dan tumbuhan Penyakit Hewan
Karantina (HPHK)
02 - Persentase wilayah persen - (indikator 85 95 127 - Badan Karantina
terkendali dari Hama baru) Indonesia
Penyakit Ikan Karantina
(HPIK)
03 - Persentase wilayah persen - (indikator 85 95 127 - Badan Karantina
terkendali dari baru) Indonesia
Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina
(OPTK)
04 - Persentase persen - (indikator 70 90 018 - Kementerian
wilayah /kawasan baru) Pertanian
terkendali dari penyakit
hewan
02.10.13.01

PRO-P: Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan

02.10.13.02
PRO-P: Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.13.03
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
02.10.13.04
PRO-P: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
02.10.14 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah Komoditas komoditas 3 3 4 018 - Kementerian
KP: Fortifikasi dan konsumsi bahan yang wajib terfortifikasi Pertanian
Biofortifikasi Pangan pangan 02 - Persentase beras -
. A . - persen - (indikator 20 100 125 - Badan Pangan
:g:?mﬁkas‘/ biofortifi fortifikasi dalam program baru) Nasional
bantuan pangan
02.10.14.001
PRO-P: Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi
02.10.14.002
PRO-P: Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi
02.10.15 01 - Menurunnya 01 - Persentase daerah persen 12 11,5 9,5 0S5 - Ketahanan 125 - Badan Pangan
KP: Penanganan daerah rentan rawan rentan rawan pangan Sosial Budaya dan  Nasional
Kerawanan Pangan pangan 02 - Prevalensi penduduk persen 4,5 3,75 3,36 Ekologi 125 - Badan Pangan
dengan kerawanan Nasional

pangan sedang atau
berat, berdasarkan pada
skala pengalaman
kerawanan pangan /
Food Insecurity
Experience Scale (FIES)
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.10.15.01
PRO-P: Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan
02.10.15.02
PRO-P: Intervensi Kerawanan Pangan
02.10.16 01 - Ditumbuhkan 01 - Jumlah lembaga 120 125 145 02 - Transformasi 018 - Kementerian
KP: Pengembangan dan kelembagaan ekonomi Ekonomi Pertanian
Kelembagaan dikembangkannya petani yang terfasilitasi
Ekonomi, Regenerasi kelembagaan ekonomi
Sumber Daya petani, nelayan, 02 - Jumlah lembaga 15 4 27 032 - Kementerian
Manusia, Riset, pembudidaya ikan, kelembagaan ekonomi Kelautan dan Perikanan
Inovasi, Modernisasi  dan petambak garam  nelayan, pembudidaya
dan Digitalisasi ikan, dan petambak
Pertanian dan garam yang terfasilitasi
Perikanan yang . i
Adaptif dan Inklusif 02 - Meningkatnya 01 - Persentase petani persen 21,93 (ST 2023 22,03 22,43 018 - Kementerian
persentase petani muda terhadap jumlah BPS) Pertanian
muda petani

02.10.16.01

PRO-P: Riset dan Inovasi yang Adaptif dan Inklusif

02.10.16.02

PRO-P: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
07 - Produksi kopi ton 774.961 (2022) 780.957 80.221 018 - Kementerian
Pertanian
08 - Produksi tebu ton 2.405.907 36.813.539 84.714.460 018 - Kementerian
(2022) Pertanian
09 - Produksi karet ton 2.717.081 2.496.364 3.080.114 018 - Kementerian
(2022) Pertanian
10 - Produksi kakao ton 650.612 (2022) 632.787 634.796 018 - Kementerian
Pertanian
11 - Produksi teh ton 124.661 (2022) 116.555 116.648 018 - Kementerian
Pertanian
12 - Pertumbuhan PDB persen 1,73 (2023) 1,94 3,03 018 - Kementerian
tanaman perkebunan Pertanian
13 - Pertumbuhan PDB persen - 0,31 (2023) 1,36 3,04 018 - Kementerian
tanaman hortikultura Pertanian
02.10.17.01

PRO-P: Input dan Pendukung Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah

02.10.17.02

PRO-P: On Farm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.10.17.03
PRO-P: Off Farm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
02.10.18 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Kepatuhan - (indikator 3,0 3,4 018 - Kementerian
KP: Pengembangan implementasi praktik  terhadap Standar dan baru) Pertanian
Sistem Budi Daya budi daya pertanian Regulasi Budi Daya
Pertanian berkelanjutan Pertanian Berkelanjutan
Berkelanjutan
02 - Proporsi lahan persen 10,46 (2021) 11,0 13 018 - Kementerian
pertanian di bawah Pertanian
kriteria lahan produktif
dan berkelanjutan
03 - Persentase lahan persen 73,4 75 87 018 - Kementerian
baku sawah yang (Prognosis) Pertanian
ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
02 - Meningkatnya 01 - Persentase produksi persen 1,45 (2022) 1,47 1,565 018 - Kementerian
nilai tambah dan komoditas pertanian Pertanian
ketertelusuran organik terhadap
produk budi daya produksi total komoditas
pertanian pertanian
berkelanjutan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Terjaganya 01 - Jumlah varietas varietas 28 (2021) 30 30 018 - Kementerian
sumber daya genetik unggul tanaman dan dan/atau Pertanian
komoditas produksi hewan untuk pangan galur
pertanian yang dilepas
02 - Sumber daya aksesi 4.675,0 (2021) 4.700 4.800 018 - Kementerian
genetika tanaman dan Pertanian
hewan sumber pangan
yang terlindungi/tersedia
02.10.18.01
PRO-P: Peningkatan Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
02.10.18.02
PRO-P: Pengembangan Nilai Tambah dan Ketertelusuran Produk Pertanian Berkelanjutan
02.10.18.03
PRO-P: Konservasi Komoditas Pertanian dan Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
02.11 01 - Meningkatnya 01 - Pasokan energi MTOE 273 312 356,8 020 - Kementerian Energi
PP: Swasembada ketersediaan energi primer dan Sumber Daya
Energi Mineral
02 - Meningkatnya 01 - Konsumsi energi TOE per kapita 0,640 0,750 0,830 020 - Kementerian Energi
aksesibilitas dan final per kapita dan Sumber Daya
keterjangkauan energi Mineral
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Meningkatnya 01 - Porsi EBT dalam persen 13,2 (2023) 20,0 23 020 - Kementerian Energi
pemanfaatan energi bauran energi primer dan Sumber Daya
bersih Mineral
02 - Intensitas energi SBM /miliar 149,1 147,7 137,6 020 - Kementerian Energi
primer rupiah dan Sumber Daya
Mineral
02.11.01 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah lifting ribu BOPD 605,5 605 642 -792 020 - Kementerian Energi
KP: Peningkatan pasokan minyak bumi minyak bumi dan Sumber Daya
Penyediaan Energi untuk memenuhi Mineral
kebutuhan energi
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah lifting gas ribu BOEPD 964 1.005 1.371-1.617 020 - Kementerian Energi
pasokan gas bumi bumi dan Sumber Daya
untuk memenuhi Mineral
kebutuhan energi
03 - Meningkatnya 01 - Jumlah produksi juta ton 775,20 717 743 020 - Kementerian Energi
pasokan batubara batu bara dan Sumber Daya
untuk memenuhi Mineral
kebutuhan energi
dalam negeri 02 - Realisasi kebutuhan persen 120 100 100 020 - Kementerian Energi

batu bara dalam negeri

dan Sumber Daya
Mineral
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.11.01.01
PRO-P: Peningkatan Cadangan dan Produktivitas Energi
02.11.01.02
PRO-P: Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
02.11.02 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah sambungan sambungan 947.995 100.000 350.000 020 - Kementerian Energi
KP: Perluasan Akses akses terhadap gas rumah jaringan gas kota rumah dan Sumber Daya
dan Jangkauan bumi (kumulatif) Mineral
Pelayanan Energi
02 - Jumlah panjang pipa km 22478 22.550 22.750 020 - Kementerian Energi
transmisi dan distribusi dan Sumber Daya
gas bumi yang difasilitasi Mineral
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah volume juta KL 17 19,41 20,48 020 - Kementerian Energi
akses terhadap BBM penyaluran BBM dan Sumber Daya
bersubsidi Mineral
02 - Jumlah volume juta KL - (indikator 35,16 38,64 020 - Kementerian Energi
penyaluran BBM baru) dan Sumber Daya
nonsubsidi Mineral
03 - Meningkatnya 01 - Jumlah pelanggan ribu pelanggan 91.800 95.256 110.934 020 - Kementerian Energi

akses terhadap listrik

listrik (kumulatif)

dan Sumber Daya
Mineral
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - Meningkatnya 01 - Deviasi harga jual persen - (indikator 0 0 020 - Kementerian Energi
keterjangkauan energi eceran BBM baru) dan Sumber Daya
Mineral
02.11.02.01
PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Gas Bumi
02.11.02.02
PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan BBM
02.11.02.03
PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Listrik
02.11.02.04
PRO-P: Pengawasan dan Penyaluran Energi yang Disubsidi
02.11.03 01 - Meningkatnya 01 - Konsumsi biofuel juta KL 11,30 13,50 17,11 020 - Kementerian Energi
KP: Penguatan pemanfaatan energi dan Sumber Daya
Implementasi Transisi baru dan terbarukan Mineral
Energi Berkeadilan
02 - Produksi listrik GWH 47.657,46 50.739 62.063 020 - Kementerian Energi
energi terbarukan (2023) dan Sumber Daya
Mineral
02 - Meningkatnya 01 - Penurunan SBM/miliar 0,98 0,97 1,84 020 - Kementerian Energi
efisiensi energi intensitas energi final rupiah dan Sumber Daya

Mineral
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.11.03.01
PRO-P: Diversifikasi Menuju Energi Bersih
02.11.03.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
02.11.03.03
PRO-P: Pengembangan Ekosistem Pendukung Energi Bersih
02.11.03.04
PRO-P: Perluasan Pemanfaatan Biofuel
02.11.03.05
PRO-P: Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi
02.12 01 - Terwujudnya 01 - Kapasitas m3/kapita 59,59 59,31 63,54 145 - Kementerian
PP: Swasembada Air pengelolaan sumber tampungan air Pekerjaan Umum
daya air 02 - Rasio kapasitas air persen 53,34 53,01 56,18 145 - Kementerian
berkelanjutan dan .
roduktif baku terpasang terhadap Pekerjaan Umum
produ kebutuhan penduduk
03 - Persentase luas baku persen 61,55 61,61 62,37 145 - Kementerian
sawah fungsional Pekerjaan Umum
beririgasi
04 - Rasio luas layanan persen 15,6 15,6 16,57 145 - Kementerian
irigasi yang ketersediaan Pekerjaan Umum
airnya dijamin oleh
waduk
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . , Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
0S5 - Efisiensi USD/m? 0,31 0,34 0,43 145 - Kementerian
pemanfaatan air irigasi Pekerjaan Umum
06 - Persentase luas persen - (indikator 12 100 145 - Kementerian
kawasan prioritas yang baru) Pekerjaan Umum
dilindungi dari daya
rusak air
02 - Meningkatnya 01 - Rumah tangga persen 11,80 (2020) 33 43 145 - Kementerian
rumah tangga yang dengan akses air minum Pekerjaan Umum
terlayani akses air aman
minum dan sanitasi
aman 02 - Rumah tangga persen 10,21 (2023) 12,5 30 145 - Kementerian
dengan akses sanitasi Pekerjaan Umum
aman
03 - Rumah tangga yang persen 4,2 (2023) 25 0 024 - Kementerian
mempraktikkan Buang Kesehatan
Air Besar Sembarangan
(BABS) di tempat terbuka
02.12.01 01 - Meningkat dan 01 - Jumlah kumulatif unit 1.563 1.563 4.213 0S - Ketahanan 145 - Kementerian
KP: Pembangunan terjaganya kapasitas tampungan air yang (kumulatif) Sosial Budaya dan  Pekerjaan Umum
dan Pengelolaan tampungan air yang dikelola Ekologi
Tampungan Air dapat dimanfaatkan
02 - Jumlah bendungan unit 47 (2015~ 1 16 145 - Kementerian
yang selesai dibangun {(kumulatif) 2024) Pekerjaan Umum
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Jumlah embung dan unit 1.391 (2015~ 13 226 145 - Kementerian
tampungan air lainnya (kumulatif) 2024) Pekerjaan Umum
yang dibangun
04 - Jumlah tampungan unit 19 20 S0 145 - Kementerian
air alami yang (kumulatif) Pekerjaan Umum
direvitalisasi
0S5 - Jumlah bendungan unit 2 10 25 145 - Kementerian
yang direhabilitasi (kumulatif) Pekerjaan Umum
02.12.01.01
PRO-P: Pembangunan Tampungan Air
02.12.01.02
PRO-P: Rehabilitasi dan Revitalisasi Tampungan Air
02.12.01.03
PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Tampungan Air
02.12.02 01 - Meningkatnya 01 - Rasio kapasitas air persen 35 35 45 145 - Kementerian
KP: Penyediaan pasokan air baku bersumber dari Pekerjaan Umum
Pasokan Air berkelanjutan dan bendungan terhadap
Berkelanjutan produktivitas potensinya
penggunaan air
02 - Jumlah wilayah wilayah sungai 50 50 50 145 - Kementerian

sungai kewenangan
pusat dengan neraca air
tidak dalam kondisi
kritis /defisit

Pekerjaan Umum
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Jumlah kapasitas m3/detik 75,03 78,78 93,79 145 - Kementerian
prasarana air baku yang (kumulatif) Pekerjaan Umum
dikelola
04 - Kapasitas prasarana m3/detik 46,7 (2015 0,37 19,12 145 - Kementerian
air baku yang dibangun (kumulatif) 2024) Pekerjaan Umum
05 - Kapasitas prasarana m3/detik 1,44 0,84 5,53 145 - Kementerian
air baku yang {kumulatif) Pekerjaan Umum
direhabilitasi
06 - Luas layanan irigasi ha (kumulatif) 3.142.532 3.142.532 3.229.532 145 - Kementerian
yang dikelola Pekerjaan Umum
07 - Jumlah luas layanan  ha (kumulatif) 134.118 10.000 180.000 145 - Kementerian
irigasi yang dibangun (2020-2024) Pekerjaan Umum
untuk pertanian
multikomoditas
08 - Jumlah luas layanan  ha (kumulatif) 1.078.057 75.864 1.200.000 145 - Kementerian
irigasi yang direhabilitasi (2020-2024) Pekerjaan Umum
dan ditingkatkan
09 - Volume layanan air miliar m3 58,32 55,40 45,13 145 - Kementerian

untuk meningkatkan
produktivitas irigasi

Pekerjaan Umum
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.12.02.01

PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis

02.12.02.02
PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil

02.12.02.03
PRO-P: Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan

02.12.02.04
PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan

02.12.02.05
PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal

02.12.02.06
PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang Bersumber dari Bendungan

02.12.02.07
PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Penyediaan Pasokan Air

02.12.02.08
PRO-P: Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.12.03 01 - Meningkatnya 01 - Rasio potensi persen 36 38 47 0S5 - Ketahanan 145 - Kementerian
KP: Pengelolaan ketahanan reduksi banjir oleh Sosial Budayadan Pekerjaan Umum
Risiko Daya Rusak Air metropolitan dan bendungan Ekologi
wilayah sungai
terhadap potensi 02 - Luas kawasan yang ha 37.754 3.600 27.000 145 - Kementerian
risiko daya rusak air terlindungi dari risiko {(kumulatif) (2020-2024) Pekerjaan Umum
daya rusak air
03 - Jumlah infrastruktur unit 549 549 697 145 - Kementerian
pengendali daya rusak air (kumulatif) Pekerjaan Umum
yang dikelola
04 - Panjang jaringan unit 1.784 1.784 2222 145 - Kementerian
infrastruktur pengendali (kumulatif) Pekerjaan Umum
daya rusak air yang
dioperasi dan dipelihara
0S - Kapasitas prasarana jutam3 1,57 0,35 4,3 145 - Kementerian
pengendali lahar dan Pekerjaan Umum
sedimen
06 - Jumlah kawasan kawasan - (indikator 0 16 145 - Kementerian
yang menerapkan (kumulatif) baru) Pekerjaan Umum

pendekatan terpadu
struktural dan non-
struktural
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
07 - Jumlah wilayah wilayah sungai - (indikator 19 26 145 - Kementerian
sungai dengan {kumulatif) baru) Pekerjaan Umum
pengembangan sistem
informasi sumber daya
air
02.12.03.01
PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis
02.12.03.02
PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Perkotaan
02.12.03.03
PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Pulau Kecil
02.12.03.04
PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Strategis Ekonomi dan Daerah Berisiko Daya Rusak Air Tinggi
02.12.03.05
PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Pengelolaan Risiko Banjir
02.12.04 01 - Terwujudnya 01 - Luasan lahan kritis juta ha 12,7 12,45 11,45 0S5 - Ketahanan 143 - Kementerian
KP: Konservasi kuantitas air secara dalam DAS yang Sosial Budaya dan Kehutanan
Sumber Daya Air berkelanjutan melalui  dipulihkan Ekologi

peningkatan tutupan
hutan di Daerah
Aliran Sungai (DAS)
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - Persentase Non persen 33 (2023) 32 25 145 - Kementerian
Revenue Water (NRW) Pekerjaan Umum
PDAM
02 - Meningkatnya 01 - Kabupaten /kota kab /kota 65 (2023) 100 300 024 - Kementerian
jumlah lembaga dengan kualitas air Kesehatan
pengelola SPAM yang  minum yang memenuhi
melaksanakan syarat
kegiatan pengawasan
kualitas air minum 02- Kabupaten /kota kab/kota 65 (2023) 50 250 024 - Kementerian
secara rutin dan kualitas air minum pada Kesehatan
berkala sarana air minum
memenuhi syarat
Kabupaten /kota dengan
kualitas air minum yang
memenuhi syarat
02.12.05.01

PRO-P: Pengembangan SPAM

02.12.05.02
PRO-P: Pengelolaan SPAM

02.12.05.03
PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.12.06 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah kab/kota 196 218 514 0S5 - Ketahanan 145 - Kementerian
KP: Penyediaan dan cakupan layanan kabupaten/kota yang Sosial Budaya dan  Pekerjaan Umum
Pengawasan Sanitasi infrastruktur SPALD memiliki IPLT dan Ekologi
Aman, Berkelanjutan, berfungsi dengan baik
dan Berketahanan
Iklim Berbasis CWIS 02 - Kapasitas IPAL yang sambungan 684.782 (2023) 730.000 1.700.000 145 - Kementerian
terbangun rumah Pekerjaan Umum
03 - Rumah tangga yang persen 9,35 (2023) 10 25 145 - Kementerian
memiliki tangki septik Pekerjaan Umum
dan disedot secara
berkala
02 - Meningkatnya 01 - Persentase persen 0 0 20 144 - Kementerian
keberfungsiaan dan kabupaten/kota yang Lingkungan
kualitas infrastruktur  melakukan pemantauan Hidup/Badan
SPALD baku mutu lingkungan Pengendalian Lingkungan
pada IPLT dan IPAL Hidup
02 - Idle capacity IPLT persen 75,27 (2023) 70 30 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
03 - Idle capacity IPAL persen 65 (2023) 64 60 145 - Kementerian

Pekerjaan Umum
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Prioritas Nasional /
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - Jumlah kab /kota 19 (2023) 30 70 145 - Kementerian
kabupaten/kota yang Pekerjaan Umum
melaksanakan LLTT
02.12.06.001
PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
02.12.06.002
PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
02.12.06.003
PRO-P: Peningkatan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
02.12.06.004
PRO-P: Pemantauan dan Inspeksi Kualitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
02.12.06.005
PRO-P: Pengembangan Manajemen Layanan Sanitasi (Air Limbah Domestik)
02.12.07 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah provinsi dan provinsi dan 1S Provinsi 18 Provinsi 38 Provinsi 05 - Ketahanan 145 - Kementerian
KP: Penguatan Tata kualitas perencanaan  kabupaten/kota yang kab/kota dan 103 dan 178 dan 508 Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum
Kelola air minum dan memiliki Jakstra SPAM kab/kota kab/kota kab/kota Ekologi
Penyelenggaraan Air sanitasi (air limbah
Minum dan Sanitasi domestik) 02 - Jumlah provinsi dan provinsi dan 21 Provinsi 23 Provinsi 38 Provinsi 145 - Kementerian
yang Berorientasi kabupaten /kota yang kab/kota dan 505 dan 508 dan 508 Pekerjaan Umum
pada Keberlanjutan memiliki RISPAM kab/kota kab/kota kab/kota
termutakhirkan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . , ’ Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Jumlah provinsi dan provinsi dan 278 (2023) 300 514 145 - Kementerian
kabupaten /kota yang kab/kota Pekerjaan Umum
memiliki dokumen
perencanaan sanitasi
(RSP/SSK) yang
termutakhirkan
04 - Jumlah BUMD air BUMD air 121 176 394 145 - Kementerian
minum yang memiliki minum Pekerjaan Umum
dokumen RPAM
02 - Meningkatnya 01 - BUMD air minum persen 65,39 (2023) 74 100 145 - Kementerian
kualitas berkinerja sehat Pekerjaan Umum
penyelenggaraan air
minum dan sanitasi 02 - Jumlah kab /kota 127 (2023) 180 514 010 - Kementerian Dalam
(air limbah domestik) kabupaten/kota yang Negeri
yang aman dan memiliki kelembagaan air
berkelanjutan limbah domestik
(UPTD/BLUD/BUMD)
03 - Jumlah BUMD air BUMD air 5 (2023) 7 20 145 - Kementerian
minum yang mengelola minum Pekerjaan Umum

layanan air limbah
domestik
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
04 - BUMD air minum persen 42,49 (2023) 60 100 010 - Kementerian Dalam
dengan tarif Full Cost Negeri
Recovery (FCR)
05 - Jumlah kab /kota 17 (2023) 40 100 010 - Kementerian Dalam
kabupaten /kota yang Negeri
menerapkan
tarif/retribusi layanan air
limbah domestik
03 - Tersedianya 01 - Jumlah provinsi dan kab/kota 135 (2023) 150 514 010 - Kementerian Dalam
landasan regulasi dan  kabupaten/kota yang Negeri
pedoman memiliki Perda terkait
penyelenggaraan air tata kelola air limbah
minum dan air domestik
limbah domestik
02 - Jumlah NSPK air NSPK 0 2 9 145 - Kementerian
minum yang Pekerjaan Umum
tersusun/termutakhirkan
dan telah ditetapkan
(kumulatif)
03 - Jumlah NSPK air NSPK (0] 1 5 145 - Kementerian

limbah domestik yang
tersusun/termutakhirkan
dan telah ditetapkan
(kumulatif)

Pekerjaan Umum
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ : . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas, Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.12.07.001
PRO-P: Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) melalui P3AM dan PPSP
02.12.07.002
PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pengaturan Air Baku, Air Minum, dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)
02.12.07.003
PRO-P: Reformasi Kebijakan Tarif Air Baku, Air Minum, dan Air Limbah Domestik
02.12.07.004
PRO-P: Penyusunan dan Pendampingan Pengaturan dan NSPK Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)
02.12.08 01 - Meningkatnya 01 - Kabupaten/kota kab/kota 4 (2023) 30 200 0S5 - Ketahanan 024 - Kementerian
KP: Penguatan Peran kesadaran yang mendeklarasikan 5 Sosial Budaya dan Kesehatan
Masyarakat dan masyarakat akan Pilar STBM Ekologi
Ekosistem Air Minum  pentingnya
dan Sanitasi Berbasis pengelolaan air
Inovasi dan minum dan ALD
Kolaborasi . . :
02 - Berkembangnya 01 - Jumlah provinsi provinsi 38 (2023) 38 38 010 - Kementerian Dalam
ekosistem air minum  yang melakukan Negeri
dan sanitasi berbasis  pelaporan kinerja air
inovasi minum di tingkat
kab/kota
02 - Jumlah provinsi provinsi 1 (2023) 15 38 010 - Kementerian Dalam
yang melakukan Negeri

pelaporan kinerja sanitasi
(air limbah domestik) di
tingkat kab/kota
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/

Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas

Agenda Koordinator/

Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 .
Transformasi Pengampu

03 - Jumlah proyek yang proyek 0 (2023) 0 4 145 - Kementerian
mendapatkan fasilitasi Pekerjaan Umum
pengembangan teknologi

dan pengelolaan

peralatan bidang air

minum (kumulatif)

04 - Jumlah proyek proyek 0 (2023) 0 S 145 - Kementerian
pengembangan dan Pekerjaan Umum
piloting teknologi sistem

pengelolaan air limbah

domestik (kumulatif)

05 - Jumlah proyek proyek 8 10 13 145 - Kementerian
pembiayaan kreatif Pekerjaan Umum
infrastruktur air minum

yang siap

dikerjasamakan

{(kumulatif)

06 - Jumlah proyek proyek 0 (2023) 0 2 145 - Kementerian
pembiayaan kreatif Pekerjaan Umum
infrastruktur air limbah

domestik yang siap

dikerjasamakan

{(kumulatif)
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.12.08.001
PRO-P: Kampanye dan Edukasi Masyarakat untuk Mendorong Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Aman
02.12.08.002
PRO-P: Pengembangan Manajemen Data Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Terintegrasi
02.12.08.003
PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Teknologi Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)
02.12.08.004
PRO-P: Pengembangan Model Bisnis, Skema Kerjasama, SDM, dan Pasar Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)
02.12.09 01 - Meningkatkan 01 - Luas kawasan yang ha 3.577 200 5.000 OS - Ketahanan 145 - Kementerian
KP: Pengembangan ketahanan terhadap terlindungi dari risiko (kumulatif) (2020-2024) Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum
Terpadu Pesisir Utara  daya rusak air di daya rusak air di Pesisir Ekologi
Jawa Pesisir Utara Jawa Utara Jawa
02 - Kapasitas prasarana m3/detik 2,98 0,7 8,82 145 - Kementerian
air baku yang dibangun {kumulatif) (2020-2024) Pekerjaan Umum
di Pesisir Utara Jawa
02 - Meningkatnya 01 - Akses air minum persen 30 31,5 41 145 - Kementerian
layanan air minum jaringan perpipaan di Pekerjaan Umum
dan sanitasi di Pesisir  Pesisir Utara Jawa
Utara Jawa 02 - Jumlah kab/kota 32 32 43 145 - Kementerian
kabupaten/kota yang {kumulatif) Pekerjaan Umum
memiliki Instalasi
Pengolahan Air Limbah

Domestik (IPAL/IPLT) dan
berfungsi dengan baik di
Pesisir Utara Jawa
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.12.09.01
PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air
02.12.09.02
PRO-P: Penyediaan Air Baku dan Air Minum
02.12.09.03
PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
02.12.09.04
PRO-P: Pemantauan Penurunan Muka Tanah
02.12.09.05
PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
02.12.09.06
PRO-P: Pengembangan Kawasan
02.13 01 - Menguatnya 01 - Kontribusi PDB persen 46,72 (2023) 49,04 56,11 Komite Nasional Ekonomi
PP: Ekonomi Syariah peran ekonomi syariah dan Keuangan Syariah
syariah untuk (KNEKS)

peningkatan
produktivitas ekonomi
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.13.01 01 - Meningkatnya 01 - Persentase persen - (indikator 4,46 7,00 02 - Transformasi 019 - Kementerian
KP: Industri Halal dan nilai tambah dan daya peningkatan daya saing baru) Ekonomi Perindustrian
UMKM Halal saing industri dan industri yang
UMKM halal memproduksi produk
halal
02 - Pertumbuhan persen 20,41 (2023) 10,28 13,08 Komite Nasional Ekonomi
pariwisata ramah muslim dan Keuangan Syariah
(KNEKS)
02.13.01.01

PRO-P: Pengembangan Industri Makanan Minuman Halal

02.13.01.02
PRO-P: Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal

02.13.01.03
PRO-P: Pengembangan Industri Fesyen Muslim

02.13.01.04
PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

02.13.01.05
PRO-P: Penguatan Halal Value Chain

02.13.01.06
PRO-P: Penguatan Promosi Industri Halal
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.13.02 01 - Meningkatnya 01 - Nilai ekspor persen 3,69 (2023) 3,73 3,92 02 - Transformasi  Komite Nasional Ekonomi
KP: Ekspor Halal dan  ekspor produk halal halal/PDB Ekonomi dan Keuangan Syariah
Kerjasama Ekonomi berdaya saing global (KNEKS)
Syariah Internasional dan menguatnya
kerjasama ekonomi
syariah internasional
02.13.02.01
PRO-P: Penguatan Ekspor Halal
02.13.02.02
PRO-P: Penguatan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional
02.13.03 01 - Menguatnya 01 - Jumlah produk produk 2.172.106 7.000.000 7.000.000 02 - Transformasi 142 - Badan
KP: Ekosistem Halal ekosistem halal tersertifikasi halal Ekonomi Penyelenggara Jaminan
pendukung Produk Halal
pertumbuhan

ekonomi syariah

02.13.03.01

PRO-P: Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal

02.13.03.02

PRO-P: Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal

02.13.03.03

PRO-P: Pengembangan Kebijakan Ekosistem Halal
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.13.03.04
PRO-P: Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal
02.13.03.05
PRO-P: Pengembangan Riset Pendukung Ekosistem Halal
02.13.03.06
PRO-P: Pengembangan Penghitungan PDB Syariah
02.13.04 01 - Meningkatnya 01 - Aset keuangan persen 42,67 (2023) 45,38 51,42 02 - Transformasi Komite Nasional Ekonomi
KP: Keuangan Syariah peran keuangan syariah /PDB Ekonomi dan Keuangan Syariah
syariah mendukung (KNEKS)
perekonomian
nasional
02.13.04.01
PRO-P: Penguatan Perbankan Syariah
02.13.04.02
PRO-P: Penguatan Pasar Modal Syariah
02.13.04.03
PRO-P: Penguatan IKNB Syariah
02.13.05 01 - Meningkatnya 01 - ZIS-DSKL/PDB persen 0,155 (2023) 0,169 0,208 02 - Transformasi Komite Nasional Ekonomi
KP: Dana Sosial peran dana sosial Ekonomi dan Keuangan Syariah
Syariah syariah mendukung (KNEKS)
perekonomian dan 02 - Aset wakaf persen 0,011 (2023) 0,016 0,027 Komite Nasional Ekonomi
perlindungan sosial PDB dan K Svariah
nasional uang/ an Keuangan Syari
(KNEKS)
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ X , Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.13.05.01
PRO-P: Akselerasi Bauran ZISWAF dan keuangan syariah
02.13.05.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
02.14 01 - Meningkatnya 001 - Kontribusi ekonomi persen 8 8-9 12-13 035 - Kementerian
PP: Ekonomi Digital pengembangan digital terhadap PDB Koordinator Bidang
ekonomi digital dalam Perekonomian
mendukung
kontribusi ekonomi
digital terhadap PDB
02.14.001 01 - Meningkatnya 01 - Peningkatan tenaga persen 3 3,21 5,21 02 - Transformasi 059 - Kementerian
KP: Penguatan Faktor Jumlah SDM Digital kerja sektor TIK Ekonomi Komunikasi dan Digital
Pendukung Ekonomi (kumulatif)
Digital
02 - Proporsi remaja dan persen 79 (2023) 83 90 059 - Kementerian

dewasa usia 15-59 tahun
dengan keterampilan
Teknologi Informasi Dan
Komputer (TIK)

Komunikasi dan Digital

02.14.001.001
PRO-P: Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.14.001.002
PRO-P: Penguatan Infrastruktur dan Pelindungan Keamanan Data
02.14.001.003
PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital
02.14.001.004
PRO-P: Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis
02.14.002 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Transformasi 39,12 (2022) 40,38 41,70 02 - Transformasi 059 - Kementerian
KP: Penguatan pengembangan Digital Nasional Pilar Ekonomi Komunikasi dan Digital
Ekonomi dan Industri  ekonomi dan Industri  Bisnis
Digital serta Sektor digital
Strategis Lainnya 02 - Tingkat kesuksesan persen - (indikator 7 15 059 - Kementerian
startup digital nasional baru) Komunikasi dan Digital
(success rate startup
digital)
03 - Jumlah perusahaan perusahaan 74 (2023) 87 156 019 - Kementerian
dengan nilai Indonesia Perindustrian
Industry 4.0 Readiness
Index (INDI 4.0) > 3.0
04 - Kontribusi sektor persen 4,3 4,3 4,4 0S9 - Kementerian

informasi dan
komunikasi terhadap
PDB

Komunikasi dan Digital
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.14.002.001

PRO-P: Pengembangan Industri dan Perangkat Digital

02.14.002.002
PRO-P: Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM

02.14.002.003
PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Perdagangan

02.14.002.004
PRO-P: Pengembangan Keuangan dan Perbankan Digital

02.14.002.005
PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan

02.14.002.006
PRO-P: Pengembangan Media Digital

02.14.002.007
PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata

02.14.002.008
PRO-P: Pelayanan Kesehatan Digital

02.14.002.009
PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pendidikan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.14.002.010
PRO-P: Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
02.14.002.011
PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Sektor Energi dan Lingkungan
02.15 01 - Meningkatkan 01 - Tingkat input persen 9 9.2 10 035 - Kementerian
PP: Ekosistem efisiensi, daya guna, material sirkular Koordinator Bidang
Ekonomi Sirkular dan daur ulang Perekonomian
sumber daya dan
material
02.15.01 01 - Meminimalkan 01 - Jumlah perusahaan perusahaan 140 152 200 019 - Kementerian
KP: Penerapan dan mengoptimalisasi  industri berdasarkan (akumulatif) Perindustrian
Efisiensi Sumber penggunaan sumber lokasi yang sudah
Daya dan daya, mendesain tersertifikasi industri
Peningkatan Daur suatu produk agar hijau
Ulang memiliki daya guna
selama mungkin, dan 02 - Rasio penggunaan persen 10 11 15 019 - Kementerian
meningkatkan material sirkular di Perindustrian
penggunaan material  sektor industri
sirkular
03 - Persentase sampah persen 13 16 20 144 - Kementerian

yang didaur ulang

Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.15.01.01
PRO-P: Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular
02.15.01.02
PRO-P: Penerapan Industri Hijau
02.15.02 01 - Mengurangi 01 - Persentase persen 3 3-5 3-5 02 - Transformasi 018 - Kementerian
KP: Pengelolaan susut pangan pada penurunan susut pangan Ekonomi Pertanian
Susut dan Sisa rantai pasok pangan
Pangan
02 - Mengurangi sisa 02 - Persentase pangan persen 1,44 3-5 3-5 125 - Badan Pangan
pangan dari pelaku yang terselamatkan Nasional
usaha dan konsumen,
serta meningkatkan
pangan layak

konsumsi yang dapat
diselamatkan dan
dimanfaatkan kembali

02.15.02.01
PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan

02.15.02.02
PRO-P: Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pangan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

02.15.02.03
PRO-P: Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kerjasama Penyelamatan Pangan
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . , Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.15.03 01 - Meningkatkan 01 - Jumlah produk yang  produk ramah 51 70 150 144 - Kementerian
KP: Pengembangan jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan Lingkungan
Produk Ramah menerapkan prinsip lingkungan (kumulatif) Hidup/Badan
Lingkungan berkelanjutan Pengendalian Lingkungan
Hidup
02.15.03.01
PRO-P: Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan
02.15.03.02
PRO-P: Penerapan Konstruksi Berkelanjutan dan Bangunan Gedung Hijau
02.15.03.03
PRO-P: Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan
02.15.04 01 - Peningkatan 01 - Tingkat daur ulang persen 5 52 6 144 - Kementerian
KP: Penguatan kapasitas dan tingkat Lingkungan
Ekosistem Daur daur ulang Hidup/Badan
Ulang Pengendalian Lingkungan
Hidup

02.15.04.01

PRO-P: Pengembangan Kebijakan, Teknologi dan Fasilitas Pengelolaan Sampah dengan Prinsip Sirkular

02.15.04.02
PRO-P: Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha, Bank Sampah, dan Kelompok Masyarakat dalam Penerapan Ekonomi Sirkular
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02 - Meningkatnya 01 - Nilai efektivitas 49,56 (2023) 50,00 58,00 032 - Kementeriap
efektivitas pengelolaan kawasan Kelautan dan Perikanan
pengelolaan kawasan  konservasi di perairan,
konservasi di wilayah pesisir, dan
perairan, wilayah pulau-pulau kecil
pesisir, dan pulau-
pulau kecil
03 - Meningkatnya 01 - Persentase luas persen 8,98 (2023) 9,23 10 032 - Kementerian
luas kawasan kawasan konservasi di Kelautan dan Perikanan
konservasi di perairan, wilayah pesisir,
perairan, wilayah dan pulau-pulau kecil
pesisir, dan pulau-
pulau kecil
04 - Meningkamya 01 - Luas areal preservasi ha - (mdik-ator 528.000 1.000.000 143 - Kementerian
pengelolaan areal yang dikembangkan baru) Kehutanan
preservasi
02 - Jumlah unit unit 2 2 2 144 - Kementerian

pengelola taman kehati
yang difasilitasi
perencanaan dan
pengelolaanya

Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.16.03 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah kelompok kelompok - (indikator 200 2500 143 - Kementerian
KP: Penguatan Tata tata kelola masyarakat yang dibina masyarakat baru) Kehutanan
Kelola keanekaragaman dalam upaya konservasi (kumulatif)
Keanekaragaman hayati kawasan dan
Hayati keanekaragaman hayati
02 - Jumlah dokumen dokumen 1 1 1 144 - Kementerian
pemantaunan dan evaluasi Lingkungan
implementasi konvensi Hidup/Badan
keanekaragaman hayati Pengendalian Lingkungan
dan protokol/kebijakan Hidup
turunannya di Indonesia
03 - Jumlah lembaga lembaga - (indikator 10 10 144 - Kementerian
yang dibina dan baru) Lingkungan
dievaluasi di bidang Hidup/Badan
keanekaragaman hayati Pengendalian Lingkungan
Hidup
04 - Jumlah inovasi dan inovasi 50 (2023) 100 180 124 - Badan Riset dan
teknologi terkait Inovasi Nasional
keanekaragaman hayati
02.16.03.01
PRO-P: Pelibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
02.16.03.02
PRO-P: Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati
02.16.03.03

PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . , Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.16.03.04
PRO-P: Mobilisasi Pendanaan Inovatif, Dukungan Swasta, dan Insentif Positif untuk Keanekaragaman Hayati
02.16.04 01 - Meningkatnya 01 - Nilai PNBP dari hasil ~ miliar rupiah 25,96 26 28 05 - Ketahanan 143 - Kementerian
KP: Pemanfaatan pemanfaatan sumber  pemanfaatan tumbuhan Sosial Budaya dan Kehutanan
Sumber Daya Hayati  daya hayati secara dan satwa liar Ekologi
dan Jasa Ekosistem berkelanjutan berkelanjutan
kelanj .
nB;; ;&’3‘;‘;’“ 02 - Nilai efektivitas nilai 62,40 (2023) 68,30 70,94 032 - Kementerian
Bioekonomi pengelolaan biota Kelautan dan Perikanan
perairan langka,
terancam punah,
dilindungi, dan/atau
appendix CITES
03 - Persentase keluar persen - (indikator 60 80 127 - Badan Karantina
dan masuknya baru) Indonesia
tumbuhan, satwa, dan
biota perairan yang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan
02 - Meningkatnya 01 - Luas kawasan hutan jutaha 2,0 2,1 2,5 143 - Kementerian
pemanfaatan jasa konservasi yang (kumulatif) Kehutanan
ckosistem secara dipersiapkan untuk
berkelanjutan implementasi nilai

ekonomi karbon
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02 - Nilai PNBP dari miliar rupiah 204 209 239 143 - Kementerian
pemanfaatan jasa Kehutanan
lingkungan KSA, KPA dan
B
02.16.04.01
PRO-P: Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan Secara Berkelanjutan
02.16.04.02
PRO-P: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon, Air, dan Panas Bumi Secara Berkelanjutan
02.16.04.03
PRO-P: Pengelolaan Wisata Alam dan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan
02.16.05 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah produk yang produk 10 15 25 143 - Kementerian
KP: Peningkatan pemanfaatan sumber  dikembangkan melalui (kumulatif) Kehutanan
Bioprospeksi, daya genetik secara bioprospeksi
Bioteknologi, berkelanjutan 02 - Jumlah penerapan produk 25 50 150 124 - Badan Riset dan
Keamanan Hayati, bioteknologi yang Inovasi Nasional
serta Akses dan dimanfaatkan untuk
Pembagian pengembangan’
Keuntungan Sumber bioprospeksi
Daya Genetik - - ;
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah rekomendasi  rekomendasi 40 44 60 144 - Kementerian
pengelolaan kebijakan terkait kebijakan Lingkungan
keamanan hayati pengelolaan keamanan {(kumulatif) Hidup/Badan
{biosafety dan hayati (biosafety dan Pengendalian Lingkungan
biosecurity) biosecurity) Hidup

SK No 122105 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-99 -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . , Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.16.05.01
PRO-P: Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
02.16.05.02
PRO-P: Pengelolaan Keamanan Hayati (Biosafety and Biosecurity)
02.17 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Kualitas Air 54,59 (2023) 72,02 72,77 144 - Kementerian
PP: Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) Lingkungan
Kualitas Lingkungan Hidup/Badan
Hidup dan Tata Pengendalian Lingkungan
Ruang Hidup
02 - Meningkatnya 01 - Indeks Kualitas 88,67 (2023) 78,53 79,49 144 - Kementerian
Indeks Kualitas Udara Udara (IKU) Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
03 - Meningkatnya 01 - Indeks Kualitas Air 78,84 (2023) 81,02 81,22 144 - Kementerian
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Lingkungan
Laut Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
04 - Meningkatnya 01 - Indeks Kualitas 61,79 77,97 78,19 144 - Kementerian
Indeks Kualitas Lahan (IKL) Lingkungan
Lahan Hidup/Badan

Pengendalian Lingkungan
Hidup
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
0S - Meningkatnya 01 - Persentase ketaatan persen 30 30 S5 144 - Kementerian
ketaatan terhadap terhadap hukum Lingkungan
hukum lingkungan lingkungan hidup dan Hidup/Badan
hidup dan kehutanan kehutanan Pengendalian Lingkungan
Hidup
06 - Terpeliharanya 01 - Indeks Daya Dukung 0,564 0,567 0,576 144 - Kementerian
kelangsungan daya dan Daya Tampung Lingkungan
dukung dan daya Lingkungan Hidup Hidup/Badan
tampung lingkungan Pengendalian Lingkungan
hidup Hidup
02.17.01 01 - Meningkatnya 01 - Ketersediaan status data 188 190 198 144 - Kementerian
KP: Peningkatan ketersediaan data mutu DAS dan danau Lingkungan
Pengelolaan Kualitas kualitas air sungai Hidup/Badan
Air Sungai dan Danau dan danau Pengendalian Lingkungan
Hidup
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah sungai dan lokasi 1 S S 144 - Kementerian
kualitas air danau yang mengalami Lingkungan
permukaan peningkatan status mutu Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
02 - Jumlah kab/kota kab/kota (1] 5 5 144 - Kementerian
yang mengalami Lingkungan
peningkatan skor IRLH Hidup/Badan
sektor air Pengendalian Lingkungan

Hidup
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Meningkatnya 01 - Jumlah industri industri 2.853 2.940 3.310 144 - Kementerian
pengendalian yang memenuhi kualitas Lingkungan
pencemaran air di air limbah sesuai baku Hidup/Badan
sektor industri mutu Pengendalian Lingkungan
Hidup
02.17.01.01
PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau
02.17.01.02
PRO-P: Peningkatan Kualitas Air melalui Pengelolaan Air Limbah
02.17.01.03
PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Air
02.17.01.04
PRO-P: Pengendalian Pencemaran Air di Sektor Industri
02.17.02 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah kab/kota kab/kota 0 5 5 144 - Kementerian
KP: Peningkatan pengelolaan kualitas yang mengalami Lingkungan
Pengelolaan Kualitas  udara peningkatan IRLH sektor Hidup/Badan
udara di Kab/Kota udara Pengendalian Lingkungan
Hidup
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah industri industri 2.855 2.940 3.310 144 - Kementerian

pengelolaan emisi
udara di industri,
prasarana, dan jasa

yang memenuhi baku
mutu emisi udara

Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.17.02.01
PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara di Kab/Kota
02.17.02.02
PRO-P: Pengendalian Pencemaran Udara di Kab/Kota serta Sektor Industri, Prasarana, dan Jasa
02.17.03 01 - Meningkatnya 01 - Luasan pesisir dan m 127.600 5.000 5.000 144 - Kementerian
KP: Peningkatan pemulihan kualitas laut terkontaminasi dan Lingkungan
Pengelolaan Kualitas ekosistem pesisir dan  rusak yang terpulihkan Hidup/Badan
dan Kesehatan Air laut yang Pengendalian Lingkungan
Laut terkontaminasi Hidup
02 - Jumlah industri dan pelabuhan/ 36 36 50 144 - Kementerian
atau pelabuhan yang industri Lingkungan
membuang air limbah ke Hidup/Badan
laut yang memenuhi Pengendalian Lingkungan
baku mutu air limbah Hidup
03 - Jumlah provinsi provinsi 0 37 37 144 - Kementerian
yang mengalami Lingkungan
peningkatan skor IRLH Hidup/Badan
sektor air laut Pengendalian Lingkungan
Hidup
02.17.03.01

PRO-P: Pengelolaan Kualitas Air Laut
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.17.03.02
PRO-P: Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir
02.17.04 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Kualitas 77,98 77,98 78,20 144 - Kementerian
KP: Peningkatan luasan lahan rusak Tutupan Lahan Lingkungan
Kualitas Lahan yang dipulihkan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah kab/kota kab/ kota (] 15 15 144 - Kementerian
pengelolaan yang mengalami Lingkungan
kerusakan lahan peningkatan IRLH sektor Hidup/Badan
lahan Pengendalian Lingkungan
Hidup
03 - Meningkatnya 01 - Jumlah industri industri 113 113 133 144 - Kementerian
jumlah industri yang yang memenubhi kriteria Lingkungan
memenuhi kriteria pengendalian Kerusakan Hidup/Badan
pengendalian Lahan (KLH) Pengendalian Lingkungan
kerusakan lahan Hidup
04 - Terwujudnya 01 - Persentase RDTR persen 5,85 9,86 100 056 - Kementerian
perencanaan tata yang siap terintegrasi Agraria dan Tata Ruang
ruang dan dengan OSS
pemanfaatan ruang 02 - Persentase persen 70,38 73,88 80,02 056 - Kementerian
yang berkualitas . . .
penerbitan konfirmasi Agraria dan Tata Ruang

Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.17.04.01
PRO-P: Pemulihan Ekosistem Mangrove dan Lahan Rusak
02.17.04.02
PRO-P: Implementasi Program Indonesia Hijau dan PROPER Sektor Lahan
02.17.04.03
PRO-P: Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
02.17.05 01 - Meningkatnya 01 - Indeks Kualitas 64,11 64,15 64,3 144 - Kementerian
KP: Peningkatan ketersediaan datadan  Ekosistem Gambut Lingkungan
Kualitas Ekosistem informasi (IKEG) Hidup/ Bat_ian )
Gambut karakteristik Pt?ngcndahan Lingkungan
ekosistem gambut Hidup
02 - Jumlah industri industri 330 245 400 144 - Kementerian
yang memenuhi kriteria Llpgkungan
pengendalian kerusakan Hidup /Bagan )
ekosistem gambut Pengendalian Lingkungan
Hidup
02.17.05.01

PRO-P: Pengelolaan Data dan Informasi Ekosistem Gambut
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.17.05.02
PRO-P: Pemulihan Lahan Gambut
02.17.06 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah B3 yang ton 6.220.572 6.002.005 7.500.231 144 - Kementerian
KP: Pengelolaan B3, jumlah B3 yang dikelola Lingkungan
Limbah B3, dan dikelola Hidup/ Badan )
Limbah Radioaktif Pengendalian Lingkungan
Hidup
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah limbah B3 ton 62.508.066 65.153.500 85.356.500 144 - Kementerian
jumlah limbah B3 dan dan non B3 yang dikelola Lingkungan
non B3 yang dikelola Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
03 - Meningkatnya 01 - Jumlah fasilitas fasilitas - (indikator 2 3 085 - Badan Pengawas
jumlah limbah limbah radioaktif yang baru) Tenaga Nuklir
radioaktif yang dikelola
dikelola

02.17.06.01
PRO-P: Peningkatan Pengelolaan B3

02.17.06.02
PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 dan non B3
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas, Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.17.06.03
PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah Radioaktif
02.17.07 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah usaha/ 80 80 600 144 - Kementerian
KP: Penguatan jumlah usaha/kegiatan /izin kegiatan /izin Lingkungan
Kelembagaan, usaha/kegiatan /izin pengelolaan SDA dan Hidup/Badan
Pengendalian, pengelolaan SDA dan  lingkungan yang diawasi Pengendalian Lingkungan
Penertiban dan lingkungan yang ketaatannya Hidup
Penegakan Hukum diawasi
LHK dan Penataan
Ruang 02 - Menurunnya 01 - Luas kawasan hutan ha 4.589.460 800.000 1.200.000 143 - Kementerian
tingkat kerawanan yang diamankan (2023) Kehutanan
kawasan hutan
03 - Meningkatnya 01 - Jumlah tindak perkara 14 14 58 144 - Kementerian
penyelesaian tindak pidana dan perdata, dan Lingkungan
pidana dan perdata, sengketa lingkungan Hidup/Badan
dan sengketa terkait hidup dan kehutanan Pengendalian Lingkungan
lingkungan hidup dan yang ditangani Hidup
kehutanan
04 - Meningkatnya 01 - Persentase persen 50 52 60 056 - Kementerian

Indeks Kepatuhan
Ruang yang optimal

kepatuhan pemanfaatan
ruang

Agraria dan Tata Ruang
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
05 - Meningkatnya 01 - Layanan KLHS dan layanan - (indikator 40 40 144 - Kementerian
sarana dan prasarana instrumen lingkungan baru) Lingkungan
dalam rangka hidup yang terintegrasi Hidup/Badan
perlindungan dan dalam Kkebijakan, rencana Pengendalian Lingkungan
pengelolaan dan program Hidup
lingkungan serta
pengendalian dan
penertiban
pemanfaatan ruang di
pusat dan daerah
02.17.07.01

PRO-P: Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Aparat Pengawas, Penyidik dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Tata Ruang

02.17.07.02
PRO-P: Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK

02.17.07.03
PRO-P: Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan

02.17.07.04
PRO-P: Penanganan Perkara Bidang LHK yang Diselesaikan

02.17.07.05
PRO-P: Layanan Pengujian Laboratorium dan Standard Pengelolaan SDA dan Lingkungan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.17.07.06
PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang
02.17.07.07
PRO-P: Penertiban Pemanfaatan Ruang
02.17.07.08
PRO-P: Sarana dan Prasarana Perizinan, Instrumen dan Penerapan Sistem Perizinan di Pusat dan Daerah
02.17.07.09
PRO-P: Peningkatan Perencanaan, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
02.17.08 01 - Meningkatnya 01 - Persentase provinsi/kab/ 24 48 55 0S5 - Ketahanan 144 - Kementerian
KP: Penguatan kualitas perencanaan  rekomendasi kebijakan kota Sosial Budaya dan Lingkungan
Instrumen perlindungan dan terkait dengan rencana Ekologi Hidup/Badan
Pencegahan Dampak  pengelolaan perlindungan dan Pengendalian Lingkungan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup pengelolaan lingkungan Hidup
dalam upaya hidup di wilayah dengan
pengamanan ekosistem rentan
lingkungan hidup
(environmental
safeguard)
02 - Meningkatnya 01 - Persentase KRP yang persen 100 100 100 144 - Kementerian
kualitas kebijjakan menerapkan Lingkungan
rencana dan/atau perlindungan LH untuk Hidup/Badan
program yang mendukung Pengendalian Lingkungan
mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi Hidup
pembangunan (hijau)

berkelanjutan

SK No 122115C



aae*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-109 -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . , Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
03 - Peningkatan 01 - Persentase persen 63 65 85 144 - Kementerian
upaya pencegahan penerbitan perizinan Lingkungan
dampak lingkungan berusaha terkait Hidup/Badan
hidup persetujuan lingkungan Pengendalian Lingkungan
di bidang lingkungan Hidup
hidup dan SDA
berkelanjutan
02.17.08.01
PRO-P: Penerapan dan Penguatan RPPLH
02.17.08.03
PRO-P: Peningkatan Kualitas KRP Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
02.17.08.04
PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan
02.18 01 - Meningkatnya 18 - Indeks Kinerja 52,64 (2023) 58 65 144 - Kementerian
PP: Reformasti IKPS Nasional Pengelolaan Sampah Lingkungan
Pengelolaan Sampah (IKPS) Hidup/Badan
Terintegrasi dari Hulu Pengendalian Lingkungan
ke Hilir Hidup
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.18.01 01 - Meningkatnya 01 - Persentase sampah persen 39,01 51,21 100 05 - Ketahanan 144 - Kementerian
KP: Perubahan sampah yang dikelola yang dikelola Sosial Budaya dan  Lingkungan
Perilaku dan Ekologi Hidup/Badan
Penguatan Tata Kelola Pengendalian Lingkungan
Persampahan Hidup
02 - Meningkatnya 01 - Jumlah kab/kota 4 (2023) 30 200 024 - Kementerian
jumlah kabupaten/kota dengan Kesehatan
kabupaten /kota kepala keluarga yang
dengan kepala melakukan pengelolaan
keluarga yang sampah secara
melakukan terstandar (pilar 4 STBM)
pengelolaan sampah
secara terstandar
(pilar 4 STBM)
02.18.01.01

PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah

02.18.01.02

PRO-P: Penguatan Kebijakan Pendanaan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah

02.18.01.03

PRO-P: Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan

02.18.01.04

PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.18.01.05
PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna pengelolaan sampah
02.18.01.06
PRO-P: Perubahan Perilaku untuk Pemilahan Sampah
02.18.02 01 - Menurunnya 01 - Timbulan sampah persen 15 (13 terdaur 24 (16 terdaur 38 (20 terdaur 0S5 - Ketahanan 145 - Kementerian
KP: Peningkatan sampah residu yang terolah di fasilitas ulang) (2022) ulang) ulang) Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum
Pengumpulan dan masuk di TPA/LUR pengolahan sampah Ekologi
cengolahan Sampah 02 - TPA/LUR yang unit - (indikator 0 11 (kumulatif) 145 - Kementerian
Residu di TPA/LUR dioperasikan secara baru) Pekerjaan Umum
sanitary landfill/tingkat
pengontrolan penuh
03 - Volume ton 744,60 18 1244 032 - Kementerian

penanggulangan sampah
dari aktivitas masyarakat
di pesisir dan laut
(kumulatif)

Kelautan dan Perikanan

02.18.02.01
PRO-P: Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah

02.18.02.02

PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

02.18.02.03
PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan TPA Sanitary Landfill
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.18.02.04
PRO-P: Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
02.18.02.05
PRO-P: Penanganan Sampah dari Badan Air
02.19 01 - Menurunnya 01 - Persentase persen 17,02 (2023) 18,37 21,12 055 - Kementerian
PP: Pembangunan emisi GRK penurunan emisi GRK PPN/BAPPENAS
Rendah Karbon {(kumulatif)
02 - Persentase persen 23,48 (2023) 26,67 30,11 055 - Kementerian
penurunan emisi GRK PPN/BAPPENAS
(tahunan)
02.19.01 01 - Menurunnya 02 - Reduksi emisi GRK juta ton 142 164 272 0S5 - Ketahanan 020 - Kementerian Energi
KP: Penurunan Emisi Emisi GRK Sektor sektor energi COz-Eq Sosial Budaya dan dan Sumber Daya
GRK Sektor Energi Energi Ekologi Mineral

02.19.01.01
PRO-P: Pengembangan Energi Rendah Karbon

02.19.01.02
PRO-P: Peningkatan Konservasi Energi

02.19.01.03
PRO-P: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.19.02 01 - Menurunnya 01 - Reduksi emisi GRK juta ton - (indikator 410,80 482,67 144 - Kementerian
KP: Penurunan Emisi  emisi GRK dari sektor  sektor hutan CO2-Eq baru) Lingkungan
GRK Sektor Berbasis lahan Hidup/Badan
Lahan Pengendalian Lingkungan
Hidup
02 - Reduksi emisi GRK juta ton - (indikator 6,27 8,94 144 - Kementerian
sektor pertanian CO2-Eq baru) Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
03 - Nilai kawasan pesisir 0 55 76 032 - Kementerian
dan pulau-pulau kecil Kelautan dan Perikanan
yang direhabilitasi '
02.19.02.01

PRO-P: Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

02.19.02.02

PRO-P: Restorasi dan Pencegahan Degradasi Lahan Gambut

02.19.02.03

PRO-P: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

02.19.02.04

PRO-P: Implementasi Pertanian Berkelanjutan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas,/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.19.05.01
PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat
02.19.05.02
PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah Cair Domestik oleh Pemerintah Pusat
02.19.06 01 - Meningkatkan 01 - Jumlah data sektor S S5 0S5 - Ketahanan 144 - Kementerian
KP: Penguatan Tata tata kelola dan informasi yang ter- Sosial Budaya dan  Lingkungan
Kelola dan Faktor kegiatan pendukung register dan terverifikasi Ekologi Hidup/Badan
Pendukung pencapaian target Pengendalian Lingkungan
Pencapaian Target penurunan emisi GRK Hidup
Penurunan Emisi
GRK serta Nilai 02 - Jumlah kebijakan kebijakan 5 5 144 - Kementerian

Ekonomi Karbon

yang dikeluarkan untuk
mendukung nilai
ekonomi karbon

Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

02.19.06.01

PRO-P: Pemutakhiran Inventarisasi, Verifikasi, serta Registrasi Emisi GRK

02.19.06.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

02.19.06.03

PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Mekanisme Perdagangan Karbon (termasuk Bursa Karbon) di Tingkat Internasional, Nasional, dan Daerah
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.20 01 - Meningkatnya 01 - Proporsi tenaga kerja persen 2,62 (2023) 2,70-2,73 2,96-3,14 026 - Kementerian
PP: Pekerjaan proporsi tenaga kerja  hijau Ketenagakerjaan
Hijau/Green Jobs hijau
02.20.01 01 - Berkembangnya 01 - Jumlah kebijakan kebijakan - (indikator 1 1 02 - Transformasi 026 - Kementerian
KP: Pengembangan ekosistem pekerjaan yang spesifik mendukung baru) Ekonomi Ketenagakerjaan
Ekosistem Pekerjaan hijau/green jobs pekerjaan hijau/green
Hijau/ Green Jobs jobs
02 - Menguatnya 01 - Jumlah kerja sama kerja sama - (indikator 1 1 026 - Kementerian
peran asosiasi dan yang melibatkan asosiasi baru) Ketenagakerjaan
DUDIKA dalam dan DUDIKA dalam
pengembangan pengembangan pekerjaan
pekerjaan hijau/green hijau/green jobs
jobs
02.20.01.01

PRO-P: Penyadartahuan tentang Pekerjaan Hijau/Green Jobs

02.20.01.02

PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Regulasi tentang Pekerjaan Hijau /Green Jobs

02.20.01.03

PRO-P: Pembangunan Data/Informasi tentang Pekerjaan Hijau/Green Jobs dan Keterampilan Hijau

02.20.01.04

PRO-P: Pengembangan Kerja Sama/Kemitraan dalam Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.20.01.05
PRO-P: Pemagangan dan Penyediaan Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur Pelatihan oleh DUDIKA Hijau
02.20.01.06
PRO-P: Fasilitasi Hubungan Industrial dan Pelindungan Pekerja Hijau
02.20.02 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah tenaga kerja orang 120.000 (2023) 300.000 1.100.000 026 - Kementerian
KP: Pengembangan kompetensi tenaga yang dikembangkan Ketenagakerjaan
Kompetensi Tenaga kerja hijau kompetensi hijaunya
Kerja Hijau
02 - Jumlah Standar dokumen - (indikator 1 1 026 - Kementerian
Kompetensi Kerja baru) Ketenagakerjaan

Nasional (SKKNI)
pekerjaan hijau/green
jobs yang Ditetapkan

02.20.02.01
PRO-P: Pengembangan Standar Kompetensi Hijau

02.20.02.02
PRO-P: Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Hijau dan Metode Pendidikan/Pelatihan Hijau

02.20.02.03
PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Hijau

02.20.02.04
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Hijau bagi Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.20.02.05
PRO-P: Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan Hijau
02.20.02.06
PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Hijau
02.21 01 - Meningkatnya 01 - Nilai pemanfaatan triliun rupiah 122,2 134,74 146,54 143 - Kementerian
PP: Pengelolaan aktivitas ekonomi sumber daya hutan Kehutanan
Hutan Lestari hijau di sektor berkelanjutan
kehutanan
02.21.01 01 - Meningkatnya 01 - Nilai PNBP triliun rupiah 7,16 7,72 9,99 02 - Transformasi 143 - Kementerian
KP: Peningkatan kontribusi ekonomi fungsional kehutanan Ekonomi Kehutanan
Produktivitas Hutan sektor kehutanan . — -
secara berkelanjutan 02 - Nilai ekspor produk miliar USD 15,01 15,42 17,05 143 - Kementerian
kehutanan Kehutanan
02.21.01.01
PRO-P: Peningkatan Produktivitas Produk Kehutanan Kayu
02.21.01.02
PRO-P: Diversifikasi Produk Kehutanan (Non Kayu)
02.21.02 01 - Meningkatkan 01 - Nilai investasi sektor triliun rupiah - (indikator 0,24 1,2 02 - Transformasi 143 - Kementerian
KP: Pengembangan potensi kehutanan baru) Ekonomi Kehutanan
Produk Bioekonomi pengembangan
Hutan Melalui produk bioekonomi
Agroforestri hutan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.21.02.01
PRO-P: Pengembangan Percontohan Bioekonomi Berbasis Agroforestri
02.21.02.02
PRO-P: Riset dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Nilai Tambah
02.21.02.03
PRO-P: Pengembangan Akses Pasar, Investasi dan Infrastruktur Pendukung
02.21.03 01 - Meningkatkan 01 - Penguatan kapasitas unit 1.467 1.022 3.282 143 - Kementerian
KP: Penguatan pengelolaan hutan pengelola kawasan hutan Kehutanan
Pengelolaan Hutan secara lestari di tingkat tapak (KPH,
Lestari KUPS dan PBPH)
02.21.03.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pemerintah
02.21.03.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pelaku Bisnis
02.21.04 01 - Menguatnya 01 - Desa yang desa - (indikator 528 2.640 143 - Kementerian
KP: Penguatan kepastian legalitas menggunakan data dan baru) Kehutanan
Prakondisi dan legitimasi informasi batas kawasan
Pengelolaan Hutan kawasan hutan hutan sebagai rujukan
Lestari dalam peta wilayah desa
02.21.04.01

PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.21.04.02
PRO-P: Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan
02.21.05 01 - Menguatnya 01 - Kelompok kelompok 14.774 15.574 19.094 143 - Kementerian
KP: Peningkatan peran masyarakat masyarakat di dalam dan masyarakat Kehutanan
Fungsi Sosial dalam pengelolaan sekitar kawasan hutan
Kawasan Hutan hutan berkelanjutan yang dilibatkan dalam
pengelolaan hutan
02 - Meningkatnya 01 - Nilai transaksi miliar rupiah 1.400 1.900 2.900 143 - Kementerian
kesejahteraan ekonomi kelompok Kehutanan
masyarakat di dalam masyarakat kehutanan
maupun sekitar
kawasan hutan
02.21.05.01
PRO-P: Pengembangan Hasil Hutan Berbasis Masyarakat untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
02.21.05.02
PRO-P: Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
02.21.06 01 - Meningkatnya 01 - Penurunan laju juta ha/tahun 0,120 0,111 0,094 02 - Transformasi 143 - Kementerian
KP: Perlindungan dan  perlindungan dan deforestasi Ekonomi Kehutanan
Pengamanan Hutan pengamanan kawasan
hutan

02.21.06.01

PRO-P: Peningkatan Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.21.06.02
PRO-P: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan
02.22 01 - Meningkatnya 01 - IBEI Pilar Ekonomi 22,19 (2023) 24,43 35,92 055 - Kementerian
PP: Pengembangan nilai tambah sektor PPN/BAPPENAS
Ekonomi Biru sebagai ekonomi biru
Sumber Pertumbuhan
Baru 02 - Meningkatnya 01 - IBEI Pilar 31,27 (2023) 33,79 46,91 055 - Kementerian
perlindungan Lingkungan PPN/BAPPENAS
kawasan perairan,
pesisir, dan pulau-
pulau kecil
03 - Meningkatnya 01 - IBEI Pilar Sosial 55,19 (2023) 57,23 68,31 055 - Kementerian
kapasitas sumber PPN/BAPPENAS
daya manusia sektor
ekonomi biru
02.22.01 01 - Memperkuat tata 01 - Persentase persen 91,17 13,6 100 02 - Transformasi 032 - Kementerian
KP: Penguatan Tata kelola ekonomi biru penyelenggaraan Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Kelola Ekonomi Biru penataan ruang laut dan
zonasi pesisir
02 - Indeks Kepatuhan 81,00 82,00 86,00 032 - Kementerian
Pelaku Usaha Kelautan Kelautan dan Perikanan

dan Perikanan
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
03 - Indeks 0,45 0,49 0,61 032 - Kementerian
Pembangunan Pulau- Kelautan dan Perikanan
Pulau Kecil
04 - Proporsi tangkapan persen <80 <80 <80 032 - Kementerian
jenis ikan yang berada Kelautan dan Perikanan
pada batas biologis yang
aman
02.22.01.01

PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

02.22.01.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penangkapan lkan Terukur dan Perizinan Usaha Perikanan

02.22.01.03
PRO-P: Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

02.22.01.04
PRO-P: Penguatan Sistem Teknologi Informasi, Kerja Sama, dan Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

02.22.01.05
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Industri, Wisata Bahari, dan Jasa Kelautan Berkelanjutan

02.22.01.06
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Kawasan Konservasi
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator /
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.22.01.07
PRO-P: Pemanfaatan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil /Terluar
02.22.02 01 - Meningkatnya 01 - Luas kawasan juta ha 16,5 18,5 21,5 0S5 - Ketahanan 032 - Kementerian
KP: Peningkatan pengelolaan kawasan  konservasi di perairan, Sosial Budaya dan  Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan konservasi di wilayah pesisir, dan Ekologi
Konservasi Perairan perairan, wilayah pulau-pulau kecil yang
dan Ekosistem Pesisir  pesisir, dan pulau- efektif dikelola (kumulatif)
pulau kecil
02 - Luas kawasan juta ha 29,2 30 32,5 032 - Kementerian
konservasi di perairan, Kelautan dan Perikanan

wilayah pesisir, dan
pulau-pulau kecil

02.22.02.02
PRO-P: Pemanfaatan Data dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

02.22.02.03
PRO-P: Peningkatan Sarana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

02.22.02.04
PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

02.22.02.05
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
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Prioritas Nasional/
Program Prioritas/ . . Agenda Koordinator/
Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu
Proyek Prioritas
02.22.03 01 - Meningkatnya 01 - Pertumbuhan PDB persen 5,49 (2023) 4,00-6,00 6,00-7,00 02 - Transformasi 032 - Kementerian
KP: Peningkatan nilai tambah, perikanan (ADHK) Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Produktivitas roduktivitas, dan X 3 3
Perikanan yang gaya saing industri 92 - Volume produksi juta ton 13,95 (2023) 12,94 16,02 032 - Kementenax}
Terintegrasi, Modern,  kelautan dan ikan Kelautan dan Perikanan
dan Berkelanjutan  perikanan 03 - Volume produksi juta ton 3,62 (2023) 3,71 4,37 032 - Kementerian
olahan perikanan Kelautan dan Perikanan
04 - PDB perikanan triliun rupiah 554,04 (2023) 595,06 718,98 032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
0S - Nilai realisasi juta rupiah 220.600 604.200 631.227 065 - Kementerian
PMA /PMDN hilirisasi Investasi dan
ikan Tuna Cakalang Hilirisasi/Badan
Tongkol (TCT) Koordinasi Penanaman
Modal
06 - Nilai realisasi juta rupiah 77.361 447.260 830.124 065 - Kementerian
PMA /PMDN hilirisasi Investasi dan
tilapia Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
07 - Nilai realisasi juta rupiah 659.210 397.550 697.500 065 - Kementerian

PMA/PMDN hilirisasi
udang

Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
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Prioritas Nasional/

Program Prioritas/ 8 . Agenda Koordinator/

Kegiatan Prioritas/ Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Transformasi Pengampu

Proyek Prioritas
02.22.03.02
PRO-P: Pengelolaan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
02.22.03.03
PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kluster Komoditas Ikan Budi Daya Berbasis Kawasan
02.22.03.06
PRO-P: Peningkatan Kualitas, Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan
02.22.03.07
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan
02.22.03.08
PRO-P: Perluasan Pasar Produk Perikanan
02.22.03.09
PRO-P: Penguatan Logistik dan Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan
02.22.04 01 - Meningkatnya 01 - Volume produksi juta ton 2,00 2,25 3,00 02 - Transformasi 032 - Kementerian
KP: Pengembangan nilai tambah, garam Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Industri Garam dan produktivitas dan
Produk Olahan Hasil daya saing industri 02 - Produktivitas lahan ton/ha 83 83 93 032 - Kementerian
Laut garam dan produk garam rakyat Kelautan dan Perikanan
olahan hasil laut
03 - Utilisasi industri persen 50 52,50 63,79 019 - Kementerian

pengolahan garam
industri

Perindustrian
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